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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi kekecewaan yang 
melatarbelakangi gerakan sosial Aliansi Masyarakat Peduli Hutan Kota Malabar 
dalam menolak revitalisasi hutan Malabar di Kota Malang dengan landasan teori 
deprivasi relatif Gurr, dan tahapan-tahapan perkembangan terjadinya gerakan sosial 
dengan landasan teori tahapan-tahapan gerakan sosial Balridge. Penelitian ini 
termasuk dalam jenis penelitian kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini, data 
primer diperoleh dari wawancara, serta data sekunder diperoleh dari arsip-arsip 
dokumen aliansi dan internet. Dari data penelitian yang telah dikumpulkan   
diketahui bahwa gerakan Aliansi Masyarakat Peduli Hutan Kota Malabar         
muncul disebabkan oleh adanya kekecewaan terhadap desain awal revitalisasi     
hutan Malabar, kemudian kekecewaan terhadap kebijakan-kebijakan alihfungsi   
ruang terbuka hijau di Kota Malang. Lalu juga kekecewaan terhadap bantuan dana 
Corporate Social Responsibilities yang terkesan meminta kompensasi dan 
kekecewaan atas program-program pembangunan ruang terbuka hijau yang       
kurang melibatkan peran serta masyarakat di Kota Malang. Selanjutnya         
tahapan-tahapan perkembangan gerakan sosial ini dimulai dari adanya posting     
akun facebook yang kemudian direspon oleh berbagai kalangan yang merasa 
memiliki dan berkesadaran untuk menjaga hutan Malabar. Berbagai kalangan yang 
berasal dari komunitas-komunitas di Kota Malang tersebut kemudian mengadakan 
upaya komunikasi berupa diskusi publik dan rapat aliansi. Dari upaya komunikasi 
tersebut kemudian dilanjutkan dengan adanya pengorganisasian  meliputi pembagian 
tugas yang cenderung fungsional. Lalu aliansi melakukan aksi-aksi ke instansi 
Pemerintah Kota Malang berupa hearing, demonstrasi, lobbying dan audiensi. Selain 
itu aliansi juga melakukan aksi-aksi ke masyarakat Kota Malang berupa kampanye   
di acara car free day, pertunjukan musik, kampanye di social media dan 
penginformasian di portal berita online. Gerakan sosial ini menghasilkan perubahan 
desain revitalisasi hutan Malabar, serta peningkatan kesadaran lingkungan dan 
kesadaran politik masyarakat Kota Malang. 
 
Kata Kunci : Gerakan Sosial, Gerakan Lingkungan, Hutan Kota Malabar       
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This study aims to determine the condition of the disappointment behind                
the Alliance of Concerned Citizens of Malabar City Forest social movements in 
rejecting the revitalization of the Malabar forest in Malang with the theoretical     
basis of Gurr relative deprivation, and the stages development of social      
movement, with a foundation of Balridge theoretical stages of social          
movement. This study was a descriptive qualitative research. In this study,       
primary data obtained from interviews and secondary data obtained from         
alliance archival documents and internet. From the research data that has been 
collected is known that the Alliance of Concerned Citizens of Malabar City Forest 
emerged due to their disillusionment with the initial design of Malabar forest 
revitalization, then disillusionment with the functional shift policies of green open 
space in Malang. Then there was also disappointment on the Corporate Social 
Responsibilities funding that are impressed requesting compensation and 
disappointment over green open spaces development programs that are less involved 
community participation in Malang. The stages of the development of this social 
movement starting from a facebook account post which then responded by various 
groups who conscious and feel they have to protect the Malabar forest. Various 
people who come from communities in Malang then held communication efforts in 
the form of public discussion and the meeting of the alliance. The communication 
effort then followed by the organization effort including the division of tasks that 
tend to be functional. Then alliance holding actions to Malang government in the 
form of hearings, demonstrations, lobbying and audiencies. In addition, the alliance 
also perform actions to the Malang citizens in the form of campaign in the car free 
day event, music show, campaigns in the social media and informing people on the 
online news portal. This social movement generates Malabar forest revitalization 
design changes, as well as improvements to the environmental awareness and the 
political awareness of the citizens in Malang. 
 
Keywords : Social Movement, Environmental Movement, Malabar City Forest,  
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1.1. Latar Belakang 
 Kota Malang merupakan salah satu kota di provinsi Jawa Timur yang 
terkenal dengan keanekaragaman vegetasinya, baik berupa pohon-pohon dan 
bunga-bunga yang terdapat dalam hutan kota maupun taman kotanya. Adanya 
hutan kota dan taman kota tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang No. 
26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dimana setiap kota harus menyediakan 
ruang terbuka hijau yaitu area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang 
penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh 
secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau tersebut terdiri 
dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat dengan ketentuan 
ruang terbuka hijau paling sedikit proporsinya 30 % dari luas wilayah kota dan 
ruang terbuka hijau publik paling sedikit proporsinya 20 % dari luas wilayah kota. 
Tujuan dari pengadaan ruang terbuka hijau dengan luas tertentu di setiap kota 
adalah untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan   
sistem hidrologi dan sistem mikroklimat, maupun sistem ekologis lain yang 
selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan 
masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.1 
                                                             
1
 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang hlm. 36. 
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 Walaupun Kota Malang terkenal dengan keanekaragaman vegetasinya,    
namun dalam kenyataannya proporsi luas ruang terbuka hijau di Kota Malang 
masih jauh dari ketentuan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang dimana ruang terbuka hijau proporsinya paling sedikit 30 % dari luas 
wilayah kota. Selain itu juga terdapat kecenderungan bahwa luas ruang terbuka 
hijau di Kota Malang semakin berkurang disebabkan oleh alih fungsi lahan di 
sejumlah tempat dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Diketahui dari data 
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Malang bahwa pada        
tahun 2015, Kota Malang memiliki ruang terbuka hijau seluas 1.342,95 ha atau 
12,14 % dari total luas Kota Malang 110,6 km2.2 Lalu selama 10 tahun sebelum 
tahun 2015, aktivis-aktivis lingkungan hidup di Kota Malang mencatat perubahan 
fungsi ruang terbuka hijau mulai dari alih fungsi hutan kota bekas kampus 
Akademi Penyuluh Pertanian menjadi perumahan mewah, hotel dan pusat 
perbelanjaan, lalu alih fungsi Taman Indrokilo menjadi perumahan mewah, 
kemudian alih fungsi Taman Kunir menjadi kantor kelurahan, serta alih        
fungsi lahan di sekitar Stadion Gajayana menjadi pusat perbelanjaan.3 
 Melihat belum terpenuhinya proporsi luas ruang terbuka hijau di          
Kota Malang sesuai penjelasan dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 
tentang Penataan Ruang dan telah dialihfungsinya beberapa ruang terbuka hijau di 
Kota Malang, Pemerintah Kota Malang pada tahun 2015 menggagas untuk 
melakukan revitalisasi terhadap Hutan Kota Malabar. Hutan Kota Malabar adalah 
                                                             
2
 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang. 2015. Materi Teknis Penyusunan Rencana 
Aksi Pencapaian RTH dan Sistem Informasi Capaian RTH Publik Kota Malang. hlm IV-31. 
3
 http://mediamalang.com/aktifis-malabar-desak-pemerintah-jepang-tegur-pt-amerta-indah-otsuka/ 
diakses pada tanggal 10/05/2016 pukul 08:18 
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salah satu bentuk ruang terbuka hijau yang dibangun untuk daerah konservasi 
resapan air dan juga sebagai paru-paru kota dengan luas area lebih besar 
dibandingkan dengan hutan kota lain yang ada di Kota Malang. Hutan kota 
diharapkan dapat menanggulangi masalah lingkungan di perkotaan yang 
disebabkan karena aktivitas masyarakat dengan menyerap panas, meredam suara 
bising, mengurangi debu, memberikan estetika, dan membentuk habitat untuk 
berbagai jenis burung atau satwa lainnya.4 Pemerintah Kota Malang melakukan 
revitalisasi terhadap Hutan Kota Malabar dengan menggunakan dana Corporate 
Social Responsibilities (CSR) dari PT. Amerta Indah Otsuka. Rencananya 
revitalisasi tersebut akan menambah berbagai elemen seperti amphi teather, rumah 
pohon, jogging track, serta lampu penerang sebesar 10.000 watt. 
 Dalam proses pelaksanaannya, rencana revitalisasi Hutan Kota Malabar 
tersebut mendapatkan penolakan dari masyarakat, khususnya kalangan aktivis 
lingkungan hidup di Kota Malang. Kalangan aktivis lingkungan hidup tersebut 
menamakan dirinya Aliansi Masyarakat Peduli Hutan Kota Malabar yang terdiri 
dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Timur, Karang Taruna 
Oro-Oro Dowo, Malabar Project, Kolaborasi Komunitas Malang, Interdiciplinary 
Urban Policy Studies Jakfi Malang, Pelangi Sastra Malang, Pitangker, Malang 
Youth Greeneration, Rumah Inspirasi Malang, Gusdurian Kota Malang, Gerakan 
Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Universitas Muhammadiyah Malang 
(UMM), dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum Universitas 
Brawijaya (UB) Malang. Salah satu koordinator dari aliansi tersebut,         
                                                             
4
 Alfian Rizki, Kurniawan Hendra. 2010, Identifikasi Bentuk, Struktur, dan Peranan Hutan Kota 
Malabar Malang, Jurnal Buana Sains, Vol. 10, No. 2, hlm. 198. 
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Robbani Amal Romis menilai bahwa revitalisasi Hutan Kota Malabar yang 
menekankan fungsi rekreasi permainan dan panggung pertunjukan justru 
memperlemah fungsi ekologis hutan kota. Alih fungsi Hutan Kota Malabar 
menjadi sekedar taman kota dianggap merupakan bentuk pembangunan yang 
tidak bertanggungjawab terhadap lingkungan hidup karena fungsi dari hutan kota 
berbeda dengan fungsi taman kota dalam membangun keadilan ekologis.5 
 Penolakan kalangan aktivis lingkungan hidup di Kota Malang yang       
bernama Aliansi Masyarakat Peduli Hutan Kota Malabar terhadap rencana 
revitalisasi Hutan Kota Malabar itu merupakan suatu gerakan sosial,      
sebagaimana dijelaskan oleh Shirashi bahwa gerakan sosial merupakan alat 
ekspresi politik rakyat untuk menyampaikan apa yang benar-benar hendak mereka 
sampaikan kepada negara.6 Lebih lanjut lagi Killian menambahkan bahwa 
gerakan sosial adalah sebuah tindakan kolektif yang bertujuan memperkenalkan 
atau menghambat perubahan.7 Tindakan Aliansi Masyarakat Peduli Hutan              
Kota Malabar merupakan bentuk ekspresi politik dari kalangan aktivis  
lingkungan hidup di Kota Malang dimana mereka hendak menyampaikan 
keberatannya terhadap rencana revitalisasi Hutan Kota Malabar yang menekankan 
fungsi rekreasi daripada fungsi ekologis dengan menambah amphi teather, rumah 
pohon, jogging track, serta lampu penerang. Sedangkan tujuan dari  aktivitas    
para penggiat lingkungan hidup tersebut adalah untuk menghambat         
                                                             
5
 http://news.okezone.com/read/2015/09/17/519/1215742/diprotes-alih-fungsi-hutan-kota-malabar-
di-malang diakses pada tanggal 10/05/16 pukul 08:20 
6
 dalam Soenyono. 2008, Gerakan Sosial Masyarakat Miskin Perkotaan: Political Opportunities, 
Mobilizing Structures, dan Cultural Framing, Insan Cendekia, Surabaya. hlm. 13. 
7
 Loc. Cit. 
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perubahan dimana perubahan yang dimaksud adalah pengurangan fungsi ekologis 
Hutan Kota Malabar yang cenderung akan menjadi taman kota. 
 Sebagai gerakan sosial, Aliansi Masyarakat Peduli Hutan Kota Malabar 
muncul disebabkan oleh adanya ketimpangan antara keinginan-keinginan mereka 
dengan kapasitas untuk mewujudkan keinginan-keinginan tersebut. Hal tersebut 
sesuai dengan pernyataan Gurr bahwa gerakan sosial pada umumnya dipicu oleh 
kemarahan banyak anggota masyarakat, khususnya ketika kondisi lingkungan 
praktis dan budaya mereka menciptakan terjadinya kesenjangan yang lebar antara 
harapan-harapan dan kemampuan mereka untuk mewujudkan harapan-harapan 
tersebut.8 Dalam kata lain, Aliansi Masyarakat Peduli Hutan Kota Malabar dapat 
muncul berawal dari adanya pandangan bahwa ruang terbuka hijau di              
Kota Malang belum tersedia sebesar 30 % proporsi ruang terbuka hijau yang 
harus disediakan setiap kota, sedangkan selama kurang lebih 10 tahun terakhir di 
Kota Malang banyak terjadi alih fungsi terhadap ruang terbuka hijau dan 
kemudian Pemerintah Kota Malang menggagas untuk melakukan revitalisasi 
Hutan Kota Malabar dengan menambah sejumlah fasilitas rekreasi yang 
dikhawatirkan oleh kalangan aktivis lingkungan hidup akan mengurangi fungsi 
ekologis dari hutan kota menjadi taman kota, padahal awalnya hutan kota 
bermanfaat menyerap air hujan, mencegah banjir, menyediakan oksigen, serta  
menjadi habitat burung, tupai dan berbagai jenis satwa lainnya.9       
                                                             
8
 Ibid., hlm. 22-23. 
9
 https://m.tempo.co/read/news/2015/08/21/206693764/aktivis-lingkungan-malang-tolak-
revitalisasi-hutan-malabar diakses pada tanggal 10/05/16 pukul 08:22 
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 Lebih lanjut lagi, adanya kesenjangan antara harapan-harapan dan 
kemampuan untuk mewujudkan harapan-harapan Aliansi Masyarakat Peduli 
Hutan Kota Malabar dalam mempertahankan fungsi ekologis yang dimiliki                              
Hutan Kota Malabar belum cukup untuk menghasilkan gerakan sosial, diperlukan 
upaya untuk merubah kesenjangan atau kekecewaan sosial menjadi aktivitas 
kelompok. Hal tersebut sejalan dengan penjelasan dari Fanstein dan Fanstein 
bahwa keberhasilan gerakan sosial tergantung dari konversi kolektivitas sosial 
menjadi tindakan kelompok.10 Di sisi lain terdapat pernyataan dari Wilson bahwa 
gerakan sosial memiliki ciri sebagai tindakan kelompok yang dilakukan secara 
terorganisasi.11 Sehingga bisa dikatakan bahwa kekecewaan-kekecewaan dari 
sebagian kalangan di masyarakat perlu dikonversi menjadi tindakan kelompok 
melalui pengorganisasian agar gerakan sosial dapat mencapai tujuannya. Hasil 
dari pengorganisasian oleh Aliansi Masyarakat Peduli Hutan Kota Malabar dalam 
melakukan tindakan kelompok terlihat dari aktivitas-aktivitas kampanye Save 
Hutan Kota Malabar melalui media sosial, lukisan, brosur, puisi, serta unjuk rasa.12 
 Selanjutnya, dalam upaya mempengaruhi pengambilan keputusan di 
tingkat politik lokal, Aliansi Masyarakat Peduli Hutan Kota Malabar menjalankan 
salah satu fungsi politik sebagaimana dijelaskan oleh Kantaprawira yaitu fungsi 
agregasi kepentingan dimana mereka menyalurkan segala hasrat/aspirasi dan 
pendapat masyarakat kepada pemegang kekuasaan (regime) atau pemegang 
kekuasaan yang berwenang (authorities) agar tuntutan (demands) atau dukungan 
                                                             
10
 Ibid., hlm. 11. 
11
 Ibid., hlm. 10. 
12
 http://www.beritasatu.com/kesra/301098-warga-kota-malang-tolak-revitalisasi-hutan-
malabar.html diakses pada tanggal 10/05/16 pukul 08:24 
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(support) menjadi perhatian dan menjadi keputusan politik.13 Bentuk agregasi 
kepentingan tersebut akan memicu terbentuknya masyarakat sipil yang      
menurut Henningsen masyarakat sipil secara institusional bisa diartikan sebagai 
pengelompokan anggota-anggota masyarakat sebagai warga negara mandiri yang 
dapat dengan bebas dan egaliter bertindak aktif dalam wacana dan praksis 
mengenai segala hal yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan pada 
umumnya.14 Dengan mulai terciptanya masyarakat sipil tersebut demokrasi akan 
dapat terwujud sesuai pernyataan Dawam bahwa hanya dalam masyarakat madani 
yang kuatlah demokrasi dapat ditegakkan dengan baik dan hanya dalam suasana 
demokratislah civil society dapat berkembang secara wajar.15  
 Dari seluruh uraian sebelumnya dapat dikatakan bahwa aktivitas-aktivitas 
Aliansi Masyarakat Peduli Hutan Kota Malabar di atas merupakan suatu gerakan 
sosial yang muncul disebabkan oleh kekecewaan terhadap rencana revitalisasi 
yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang pada Hutan Kota Malabar dan 
diorganisir melalui tindakan-tindakan kelompok dalam berbagai cara. 
Sebagaimana gerakan sosial pada umumnya, adanya kekecewaan atau kondisi 
deprivasi dan tahapan terjadinya gerakan sosial meliputi mobilisasi sumber daya 
merupakan dua faktor yang menentukan kesukesan pencapaian tujuan gerakan 
sosial. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan DiRenzo bahwa mobilisasi sumber 
daya adalah faktor primer, dan kondisi deprivasi adalah faktor sekunder dari suatu 
                                                             
13
 Kantaprawira, Rusadi. 1988, Sistem Politik Indonesia, Sinar Baru, Bandung. hlm. 57. 
14
 dalam Hikam, Muhammad A. S. 1996, Demokrasi dan Civil Society, LP3ES, Jakarta. hlm. 85.  
15
 dalam Rosyada, Dede, et. al. 2000, Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak 
Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, Prenada Media, Jakarta. hlm. 252. 
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gerakan sosial.16 Oleh sebab itu peneliti hendak melakukan penelitian          
tentang kondisi kekecewaan yang melatarbelakangi dan tahapan terjadinya 
gerakan Aliansi Masyarakat Peduli Hutan Kota Malabar dalam menolak 
revitalisasi hutan Malabar di Kota Malang sebagai suatu bentuk partisipasi    
politik untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis. 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang di atas, dirumuskan 
pertanyaan penelitian yaitu : 
1. Apa saja kondisi kekecewaan yang melatarbelakangi munculnya gerakan 
sosial Aliansi Masyarakat Peduli Hutan Kota Malabar dalam menolak 
revitalisasi hutan Malabar di Kota Malang? 
2. Bagaimana tahapan-tahapan perkembangan terjadinya gerakan sosial                                  
Aliansi Masyarakat Peduli Hutan Kota Malabar dalam menolak revitalisasi 
hutan Malabar di Kota Malang? 
3. Apa saja hasil yang dicapai dari adanya tindakan-tindakan gerakan sosial 
Aliansi Masyarakat Peduli Hutan Kota Malabar dalam menolak revitalisasi 
hutan Malabar di Kota Malang? 
1.3. Tujuan Penelitian 
Dari pertanyaan penelitian yang diajukan dalam rumusan masalah di atas, 
penelitian ini bertujuan untuk : 
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 Soenyono. 2008, Op. Cit., hlm. 24. 
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1. Menjabarkan kondisi kekecewaan yang melatarbelakangi munculnya 
gerakan sosial Aliansi Masyarakat Peduli Hutan Kota Malabar dalam 
menolak revitalisasi hutan Malabar di Kota Malang. 
2. Menjelaskan tahapan-tahapan proses perkembangan terjadinya gerakan     
sosial Aliansi Masyarakat Peduli Hutan Kota Malabar dalam menolak 
revitalisasi hutan Malabar di Kota Malang. 
3. Mendeskripsikan hasil yang dicapai dari adanya tindakan-tindakan 
gerakan sosial Aliansi Masyarakat Peduli Hutan Kota Malabar dalam 
menolak revitalisasi hutan Malabar di Kota Malang 
1.4. Manfaat Penelitian 
Dari tujuan penelitian yang telah dijelaskan di atas, penelitian ini dapat 
memberikan manfaat yaitu: 
1.4.1. Bagi Akademisi 
Penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber referensi yang 
membantu peneliti-peneliti lain yang berminat untuk meneliti tentang 
gerakan sosial secara umum dan gerakan lingkungan secara khusus dalam 
mewujudkan tuntutannya terhadap pemerintah 
1.4.2. Bagi Pemerintah 
Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah agar 
pemerintah dapat membuat prosedur yang akomodatif dalam menerima 
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aspirasi dari masyarakat yang kemudian bisa menjadi bahan   
pertimbangan dalam pembuatan kebijakan publik. 
1.4.3. Bagi Aktivis Lingkungan 
Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi aktivis lingkungan yang 
selainnya agar dapat mewujudkan tuntutan-tuntutannya terhadap 
pemerintah melalui jalan yang legal dengan aksi maupun gerakan sosial 
yang berdaya guna optimal maupun efektif-efisien. 
1.5. Landasan Teori 
 1.5.1. Pengertian Gerakan Sosial 
Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai pengertian gerakan 
sosial. Tilly menyatakan bahwa gerakan sosial terdiri dari kelompok-
kelompok dan organisasi-organisasi yang melakukan aksi kolektif, 
peristiwa-peristiwa yang menjadi bagian dari rencana aksi, serta ide yang 
mempersatukan kelompok dan menjadi petunjuk bagi jalannya protes.17 
Selanjutnya Tarrow menjelaskan gerakan sosial sebagai politik 
perlawanan yang terjadi ketika rakyat biasa  yang bergabung dengan para 
kelompok masyarakat yang lebih berpengaruh menggalang kekuatan untuk 
melawan elit, pemegang otoritas, dan pihak-pihak lawan lainnya.18. 
Menurut Snow dan Soule, gerakan sosial terdiri dari lima elemen kunci 
yaitu mereka merupakan penantang atau penahan dari otoritas struktur 
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 dalam Johnston, Hank. 2014, What Is A Social Movement? Polity Press, Cambridge. hlm. 3 
18
 dalam Putra, Fadillah, et. al. 2006, Gerakan Sosial: Konsep, Strategi, Aktor, Hambatan dan 
Tantangan Gerakan Sosial di Indonesia, Averroes Press, Malang. hlm. 1-3. 
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maupun sistem yang ada, lalu mereka adalah usaha kolektif, lalu      
mereka terdapat pada berbagai tingkat di luar tatanan institusi yang ada, 
lalu mereka beroperasi dengan beberapa bentuk pengorganisasian, dan 
mereka cenderung bertindak secara berkelanjutan.19 
Terdapat beberapa ilmuwan lain yang mendefinisikan gerakan 
sosial, salah satunya Fanstein dan Fanstein memaparkan bahwa gerakan 
sosial merupakan kelompok bentukan (emergent group) untuk 
menghasilkan inovasi baru dan keberhasilannya bergantung pada konversi 
kolektivitas sosial menjadi suatu tindakan kelompok.20 Konsep Fanstein 
dan Fanstein bahwa gerakan sosial selalu menghasilkan inovasi baru tidak 
dapat digunakan dalam penelitian ini karena gerakan sosial yang dikaji 
tidak hendak mendukung diterapkannya regulasi baru melainkan justru 
menolak regulasi baru, selebihnya mengenai gerakan sosial merupakan 
kelompok bentukan, dan bergantung pada konversi kolektivitas sosial 
menjadi tindakan kelompok dapat digunakan.  
Serupa dengan pernyataan tersebut, DiRenzo menjelaskan bahwa 
gerakan sosial adalah perilaku sebagian anggota masyarakat untuk 
mengoreksi berbagai kondisi yang menimbulkan persoalan atau tidak 
menentu, untuk menghadirkan suatu kehidupan baru yang lebih baik.21 
Konsep DiRenzo bahwa gerakan sosial selalu menghadirkan suatu 
                                                             
19
 Snow, David A. & Soule, Sarah A. 2010, A Primer On Social Movements, W. W. Norton & 
Company, London. hlm. 6. 
20
 Soenyono. 2008, Op. Cit., hlm. 11. 
21
 Ibid., hlm. 12. 
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kehidupan baru yang lebih baik tidak dapat digunakan dalam penelitian ini 
mengingat gerakan sosial yang dikaji ingin mempertahankan suatu 
kehidupan dengan peraturan lama yang dipandang lebih baik  
dibandingkan dengan suatu kehidupan dengan peraturan yang baru. 
Sedangkan berhubungan dengan gerakan sosial adalah perilaku sebagian 
anggota masyarakat, dan mengkoreksi kondisi yang menimbulkan 
persoalan atau tidak menentu dapat digunakan. 
Selain itu, Balridge menyatakan bahwa gerakan sosial merupakan 
sebuah bentuk perilaku kolektif yang terdiri atas kelompok orang-orang 
yang memiliki dedikasi dan terorganisasi untuk mempromosikan atau 
sebaliknya menghalangi terjadinya perubahan.22 Di sisi lain, McAdam 
menjelaskan bahwa gerakan sosial muncul karena ada ketidakpuasan dan 
kekecewaan sosial yang menyimpulkan tindakan kolektif/kelompok.23 
Kedua penjabaran yang disebutkan oleh Balridge dan McAdam tersebut 
dapat digunakan dalam penelitian ini. Sehingga dari pemaparan     
berbagai ilmuwan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian gerakan 
sosial yang digunakan dalam penelitian ini adalah tindakan 
kolektif/kelompok yang berasal dari sebagian anggota masyarakat akibat 
dari adanya kekecewaan sosial dan dilakukan secara terorganisir baik 
untuk mempromosikan atau menghalangi perubahan. 
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 Ibid., hlm. 14. 
23
 Loc. Cit. 
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Selanjutnya perlu dipahami perbedaan antara gerakan sosial     
yang tidak berorientasi politik dan gerakan sosial yang berorientasi politik 
atau bisa disebut gerakan politik. Dari kerangka ilmu sosiologi, Cameron 
menyatakan bahwa gerakan sosial terjadi ketika ada cukup banyak orang 
yang berkumpul untuk mengubah atau menggantikan beberapa bagian dari 
budaya atau tatanan sosial yang ada.24 Dari kerangka ilmu politik, Johnston 
menjelaskan bahwa gerakan sosial yang berdimensi politik cenderung 
menyasar politisi, pembuat kebijakan, dan administrator pemerintahan. 
Selain itu strategi yang digunakan dalam mempengaruhi pejabat tersebut 
biasanya melalui jalur sekunder seperti menarik perhatian media massa, 
meyakinkan pengamat, dan mengarahkan opini publik.25 Sehingga bisa 
dikatakan bahwa gerakan sosial yang berorientasi politik tidak hanya ingin 
mengubah budaya atau tatanan sosial melainkan kebijakan publik lewat 
media massa, pendapat pengamat dan opini publik.  
 1.5.2. Deprivasi Relatif 
 Gurr menyatakan bahwa gerakan sosial pada umumnya dipicu oleh 
kemarahan banyak anggota masyarakat, khususnya ketika kondisi 
lingkungan praktis dan budaya mereka menciptakan terjadinya 
kesenjangan yang panjang antara harapan-harapan mereka dan 
kemampuan mereka untuk mewujudkan harapan-harapan tersebut. Dengan 
kata lain, ia menegaskan, gerakan sosial pada umumnya terjadi sebagai 
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 Cameron, Wm. Bruce. 1966, Social Movements: A Sociological Outline, Random House,     
New York. hlm. 7. 
25
 Johnston, Hank. 2014, What Is A Social Movement? Polity Press, Cambridge. hlm. 49. 
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akibat terjadinya deprivasi relatif, yakni ketika di hadapan masyarakat 
terbentang jurang panjang yang memisahkan antara harapan-harapan 
masyarakat dengan kemampuan mereka mendapatkan sarana-sarana yang 
diperlukan untuk memenuhi harapan-harapan yang mereka inginkan.
 Lebih lanjut lagi, Gurr mengklasifikasikan konsep deprivasi relatif 
tersebut menjadi 3 jenis, antara lain : 
1. Decremental deprivation : menunjukkan kondisi dalam nilai yang 
diharapkan terdapat di masyarakat dalam keadaan stabil, sementara 
pada keadaan yang bersamaan, nilai kapabilitas justru mengalami 
penurunan. Akibatnya kesenjangan yang ditimbulkan dengan 
menurunnya nilai kapabilitas dalam kondisi ini akan menimbulkan 
perasaan kecewa dan frustasi, dan perasaan semacam inilah      
yang gilirannya mampu berfungsi sebagai pangkal tolak bagi 
munculnya tindakan melawan atau memberontak. 
2. Aspirational deprivation : menunjukkan kondisi dimana nilai yang 
diharapkan mengalami peningkatan sementara pada saat yang 
bersamaan nilai kapabilitas berada dalam keadaan statis atau tidak 
berubah. Kesenjangan yang disebabkan oleh naiknya nilai harapan, 
sementara nilai kapabilitas untuk mewujudkan harapan tersebut 
dalam keadaan tidak berubah menjadi penyebab munculnya 
perasaan kecewa dan frustasi. Dalam kondisi ini tindakan melawan 
dan memberontak dapat muncul ke permukaan. 
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA




3. Progressive deprivation : menunjukkan kondisi dimana nilai yang 
diharapkan terdapat di dalam suatu masyarakat mengalami 
kenaikan sedangkan nilai kapabilitas mengalami penurunan. Maka 
kesenjangan terjadi karena meningkatnya nilai harapan sedangkan 
nilai kapabilitas justru mengalami penurunan yang kemudian pada 
gilirannya dapat melahirkan perasaan kecewa dan frustasi serta 
memicu munculnya pemberontakan atau perlawanan.26   
Secara kerangka keilmuan, teori deprivasi relatif termasuk dalam 
teori-teori gerakan sosial perspektif perilaku kolektif dan aggregat 
psychology atau lebih cenderung dekat dengan kerangka keilmuan 
psikologi sosial maupun sosiologi. Soenyono menyatakan bahwa teori-
teori psikologi sosial berfokus pada interaksi antara individu dan struktur 
sosial serta pemahaman tentang sumber-sumber ketidakpuasan massa.27 
Sebetulnya dalam kerangka ilmu politik terdapat perspektif teori yang juga 
menjelaskan tentang penyebab atau sumber terjadinya gerakan sosial 
sebagaimana dijelaskan McAdam meliputi peluang-peluang politik 
(political opportunities), struktur mobilisasi (mobilizing structures) dan 
bingkai kultural gerakan (cultural framing).28  
Walaupun penelitian ini adalah penelitian disiplin ilmu politik, 
namun teori deprivasi relatif digunakan untuk menjelaskan tentang kondisi 
                                                             
26
 dalam Soenyono. 2005, Teori-Teori Gerakan Sosial, Suatu Perbandingan Dari Berbagai 
Perspektif, Yayasan Kampusina, Surabaya. hlm. 7-8. 
27
 Ibid., hlm. 52-54. 
28
 Ibid., hlm. 32. 
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kekecewaan yang menyebabkan munculnya gerakan sosial karena dalam 
latar belakang penelitian diketahui bahwa gerakan Aliansi Masyarakat 
Peduli Hutan Kota Malabar cenderung muncul karena adanya suatu 
ketidakpuasan massa akibat kesenjangan harapan atas fungsi-fungsi 
tertentu dari hutan Malabar dan proses pelaksanaan program revitalisasi. 
Hal tersebut akan lebih dapat dijelaskan dengan  teori deprivasi relatif 
daripada teori tentang peluang-peluang politik, struktur mobilisasi dan 
bingkai kultural. Sebagaimana telah dijelaskan, teori deprivasi relatif 
mendeskripsikan adanya kondisi kesenjangan yang memunculkan   
gerakan sosial. Sedangkan teori peluang-peluang politik, struktur 
mobilisasi dan bingkai kultural menjelaskan penyebab kemunculan 
gerakan sosial dari aspek adanya keterbukaan sistem politik, ketersediaan 
sumber daya, dan pembingkaian pemahaman publik. 
 1.5.3. Tahapan-Tahapan Terjadinya Gerakan Sosial 
 Menurut Balridge, gerakan sosial pada umumnya berkembang 
melalui serangkaian tahapan, yaitu : 
‒ Tahap pertama : Premovement Stage (tahap pra-gerakan). Tahapan 
ini mengacu pada perpaduan antara tekanan yang diterima oleh 
para anggota gerakan dan juga harapan yang sebenarnya 
diinginkan, sehingga memunculkan semangat untuk melakukan 
gerakan, serta keinginan untuk mencapai hidup yang lebih baik, 
dalam tahap ini, ada kompromi antara pemegang kekuasaan serta 
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pelaku gerakan, sebab  saat gerakan melakukan pemberontakan 
dan sebagainya, maka pemegang kekuasaan juga akan merespon. 
‒ Tahap kedua : Awakening Stage (tahap membangun kesadaran), 
tahapan ini melibatkan pemimpin yang kharismatik dalam 
melakukan sebuah gerakan, sebab pemimpin ialah bagian dari 
usaha mengubah individu agar mau berubah lebih baik lagi. 
Resosialisasi dari pemimpin juga sangat berpengaruh dalam hal ini. 
‒ Tahap ketiga : Movement Building Stage (tahap membangun 
gerakan), dalam tahap ini guna membangun gerakan sangat 
dibutuhkan suatu organisasi yang memiliki ideologi dan 
dibangunnya rasa kepercayaan  di dalam organisasi tersebut. 
‒ Tahap keempat : Influence Stage (tahap mempengaruhi    
kelompok sasaran), dalam tahap ini gerakan sudah siap           
untuk aktif dalam lingkungan masyarakat, dan akan        
melakukan aksi untuk memperjuangkan apa yang ingin dicapai. 
‒ Tahap kelima : Outcome (pencapaian hasil), dalam tahap ini 
gerakan dikatakan berhasil apabila gerakan tersebut mampu 
mempengaruhi kebijakan serta mengubah keadaan yang 
sebelumnya merugikan menjadi di tangan masyarakat.29 
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1.5.4. Gerakan Lingkungan  
Dalam Human Development Report 1998, disebutkan bahwa para 
konsumen yang menguasai dunia terkonsentrasi secara besar di negara-
negara maju, namun demikian, kerusakan lingkungan akibat pola 
konsumsi mereka harus ditanggung dengan berat oleh negara-negara 
miskin. Dari segi ekologi, pola konsumsi yang tidak proporsional 
menyebabkan terjadinya perusakan lingkungan hanya untuk memenuhi 
pola konsumsi. Eksploitasi yang berlebihan (contra environment) atas 
sumber daya alam akan menghancurkan ekosistem bumi. Di sisi lain, 
industrialisasi menyumbang sampah dan polusi yang yang sudah tidak 
dapat lagi diolah oleh alam, mengingat alam sudah rusak. Akibatnya 
sumber daya alam yang bisa diperbarui seperti air, tanah, hutan, ikan dan 
keanekaragaman hayati menjadi rusak. Kenyataan ini adalah ancaman 
serius bagi bumi dan generasi yang akan datang.30 
Di sisi lain, kota merupakan pusat aktivitas dan produksi ekonomi, 
baik di negara-negara maju maupun berkembang.31 Lingkungan perkotaan 
tidak apolitis, di dalamnya terdapat konflik kepentingan, kompromi          
di antara kelompok-kelompok yang berbeda, prioritas dalam kebijakan 
publik dan alokasi sumber daya alam, dan pernyataan kebaikan yang   
lebih besar. Manajemen perkotaan, termasuk dalam isu-isu lingkungan, 
berlandaskan pada kemitraan antara pelaku yang memiliki beragam 
                                                             
30
 Ibid., hlm. 120 
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 Inoguchi, Takashi, et. al. (eds.) 2003, Kota dan Lingkungan: Pendekatan Baru Terhadap 
Masyarakat Berwawasan Ekologi, LP3ES, Jakarta. hlm. 7. 
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aktivitas dan kepentingan. Namun demikian kemitraan diatur oleh 
kekuasaan dan kewenangan yang mencerminkan adanya tukar       
menukar dan kompromi.32 Jalan menuju ke masyarakat berwawasan 
ekologi memerlukan dua pendekatan yang paralel: pertama, 
menyampaikan masalah-masalah lingkungan yang mendesak saat itu,     
dan kedua, menyampaikan faktor-faktor utama sosial, ekonomi, dan   
politik yang membentuk alasan dasar kerusakan lingkungan. Kedua 
pendekatan itu bersandar dalam kerangka kemitraan yang kolaboratif        
di antara berbagai tokoh dan juga lembaga.33 
Salah satu pendekatan yang dapat mencerminkan adanya  
kemitraan yang kolaboratif dalam gerakan lingkungan adalah     
pendekatan co-management. Co-management merupakan bentuk 
pengelolaan lingkungan yang adaptif, inovatif dan organik. Dalam        
arti, perencanaannya dilakukan secara bertahap, bentuk kepemimpinan   
dan pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif dan 
mengedepankan kemitraan, proses komunikasi dilakukan secara    
interaktif serta memperhatikan ketidakpastian untuk mencapai 
pembangunan ekonomi yang berdasar pada pelestarian lingkungan.       
Co-management juga dapat didefinisikan sebagai distribusi wewenang  
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 Ibid., hlm. 90. 
33
 Ibid., hlm. 5. 
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dan tanggung jawab antara berbagai pihak, seperti pemerintah, masyarakat 
dan swasta dalam mengelola lingkungan.34  
1.5.5. Civil Society/Masyarakat Sipil 
 Konsep masyarakat sipil amat sangat beragam dan ini terlihat dari 
definisi yang diberikan oleh para ahli. Cohen dan Arato mendefinisikan 
masyarakat sipil sebagai wilayah interaksi sosial mencakup semua 
kelompok sosial paling dekat (khususnya rumah tangga), perkumpulan 
(terutama yang bersifat sukarela), gerakan kemasyarakatan, dan wadah-
wadah komunikasi publik yang diciptakan melalui bentuk pengaturan dan 
memobilisasi diri secara independen, baik dalam hal kelembagaan maupun 
kegiatan. Warga masyarakat sipil bekerja sama membina ikatan-ikatan 
sosial di luar lembaga resmi, menggalang solidaritas kemanusiaan, dan 
mengejar kebaikan bersama (public good). Masyarakat sipil berdiri tegak 
di atas prinsip-prinsip egalitarianisme-inklusif bresifat universal.35 
  Gorz mendefinisikan masyarakat sipil sebagai jaringan hubungan 
sosial yang dibangun orang per orang di antara mereka sendiri dalam 
konteks kelompok atau komunitas. Eksistensi masyarakat sipil tidak 
bergantung pada perantaraan otoritas lembaga negara. Semua hubungan    
di dalam kategori itu lebih banyak dibangun atas dasar timbal-balik dan 
kesukarelaan daripada atas dasar hukum atau kewajiban yuridis. 
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 Budiati, Lilin. 2012, Good Governance Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, Ghalia 
Indonesia, Bogor. hlm. 130. 
35
 dalam Culla, Adi Suryadi. 2006, Rekonstruksi Civil Society: Wacana dan Aksi Ornop di 
Indonesia, LP3ES, Jakarta. hlm. 18-19. 
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Berlawanan dengan masyarakat sipil yang hakikatnya berdasarkan 
peraturan masyarakat sendiri oleh pribadi-pribadi yang membentuk 
masyarakat ini, negara pada hakikatnya berdasarkan “peraturan               
dari luar” yang menggunakan kekerasan dan paksaan.36 
 Masyarakat madani, menurut Gellner, tidak hanya menolak 
dominasi negara atas dirinya, tetapi juga karena sebagai institusi yang 
bersifat non-state, maka dalam penampilan kelembagaannya tidak 
mendominasi individu-individu dalam dirinya. Disinilah, posisi individu 
sebagai aktor sosial yang bebas, yang diistilahkan Gellner sebagai manusia 
moduler, menurutnya, merupakan prasyarat bagi perwujudan masyarakat 
madani. Jadi, masyarakat madani tidak hanya menerapkan sifat 
otonominya terhadap negara, namun dalam konteks internalnya dari segi 
hubungan antar-anggotanya, ia juga merupakan institusi yang     
menghargai keniscayaan perlunya menghargai otonomi individual. 
Sebagai sebuah asosiasi dan institusi, masyarakat madani dapat      
dimasuki serta ditinggalkan oleh individu dengan bebas.37 
1.5.6. Kelompok Kepentingan 
 Kelompok kepentingan adalah suatu organisasi yang terdiri       
dari sekelompok individu yang mempunyai kepentingan-kepentingan, 
tujuan-tujuan, keinginan-keinginan yang sama, dan mereka melakukan 
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 Loc. Cit. 
37
 dalam Culla, Adi Suryadi. 2002, Masyarakat Madani: Pemikiran, Teori, dan Relevansinya 
dengan Cita-Cita Reformasi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 31 
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kerja sama untuk mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah demi 
tercapainya kepentingan-kepentingan, tujuan-tujuan dan keinginan-
keinginan tadi.38 Kepentingan rakyat - kebutuhan, keinginan, nilai-nilai 
dan harapan mereka -bisa dipenuhi dan tetapi juga bisa dikecewakan oleh 
tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Karena itu warga 
negara sangat memperhatikan dan berkepentingan dengan keputusan-
keputusan yang dibuat oleh pemerintahnya. Mereka menyatakan atau 
mengartikulasikan kepentingan mereka kepada badan-badan politik dan 
pemerintahan melalui kelompok-kelompok yang mereka bentuk bersama 
orang-orang lain yang memiliki kepentingan yang sama. Kelompok 
kepentingan memiliki beberapa jenis yaitu : 
a. Kelompok Anomik 
Kelompok-kelompok anomik ini terbentuk di antara unsur- 
unsur dalam masyarakat secara spontan dan cenderung hanya     
seketika, dan karena tidak memiliki nilai-nilai dan norma-norma 
yang mengatur, kelompok ini sering bertumpang tindih (overlap) 
dengan bentuk-bentuk partisipasi politik non-konvensional seperti 
demonstrasi, kerusuhan, tindak kekerasan politik dan sebagainya.   
b. Kelompok Non-Assosiasional 
Seperti kelompok anomik, kelompok kepentingan          
non-asosiasional ini jarang yang terorganisir rapi dan     
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 Haryanto. 1982, Sistem Politik: Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta. hlm. 73. 
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kegiatannya bersifat kadang kala. Ini mungkin berwujud  
kelompok-kelompok keluarga dan keturunan atau etnik, regional, 
status dan kelas yang menyatakan kepentingan secara kadang kala 
melalui individu-individu, klik-klik, kepala keluarga atau 
pemimpin agama dan semacam itu. 
c. Kelompok Institusional 
Kelompok ini bersifat formal dan memiliki fungsi-fungsi 
politik atau sosial lain di samping artkulasi kepentingan. Tetapi, 
baik sebagai badan hukum maupun sebagai kelompok-kelompok 
lebih kecil dalam badan hukum itu (seperti fraksi-fraksi badan 
legislatif, klik-klik perwira, departemen, dan klik-klik ideologis 
dalam birokrasi) kelompok semacam ini bisa menyatakan 
kepentingannya sendiri maupun mewakili kepentingan dari 
kelompok lain dalam masyarakat. 
d. Kelompok Assosiasional 
Kelompok ini meliputi serikat buruh, kamar dagang, atau 
perkumpulan usahawan dan industrialis, paguyuban etnik, 
persatuan-persatuan yang diorganisir oleh kelompok-kelompok 
agama, dan sebagainya. Secara khas kelompok ini menyatakan 
kepentingan dari suatu kelompok khusus, memakai tenaga staff 
profesional yang bekerja penuh, dan memiliki prosedur teratur 
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untuk merumuskan kepentingan-kepentingannya dan juga 
menyuarakan tuntutan-tuntutannya.39 
1.6. Kerangka Konseptual 
 1.6.1 Aliansi Masyarakat Peduli Hutan Kota Malabar 
 Aliansi Masyarakat Peduli Hutan Kota Malabar merupakan 
kelompok kepentingan dimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa 
kelompok kepentingan merupakan suatu organisasi yang terdiri dari 
sekelompok individu yang mempunyai kepentingan-kepentingan, tujuan-
tujuan, keinginan-keinginan yang sama, dan mereka melakukan kerja sama 
untuk mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah demi tercapainya 
kepentingan-kepentingan, tujuan-tujuan dan keinginan-keinginan tadi. 
Sehingga yang dimaksud dengan Aliansi Masyarakat Peduli Hutan Kota 
Malabar dalam penelitian ini adalah organisasi dari kalangan aktivis 
lingkungan hidup di Kota Malang yang memiliki kepentingan menjaga 
keseimbangan ekologis di Kota Malang dengan menolak revitalisasi hutan 
Malabar yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang. 
 1.6.2. Revitalisasi 
 Revitalisasi berasal dari kata re-vita-lisasi, yang artinya         
proses menghidupkan kembali atau memberikan kehidupan. Kata       
“vita” (bahasa latin vitae) berasal dari vitalitas, yang diartikan          
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 Mas’oed, Mochtar & MacAndrew, Colin. 2006, Perbandingan Sistem Politik, Gadjah Mada 
University Press, Yogyakarta. hlm. 53-56. 
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sebagai daya hidup, daya tahan atau kemampuan untuk bertahan (lihat 
Kamus Besar Bahasa Indonesia). Dalam konteks kawasan, vitalitas dapat 
diartikan sebagai kemampuan kawasan untuk bertahan hidup.40 Dalam 
penelitian ini definisi tentang revitalisasi mengikuti pernyataan di atas, 
lebih lanjut lagi yang dimaksud dengan revitalisasi dalam penelitian ini 
adalah upaya memvitalkan/menghidupkan kembali tujuan 
penyelenggaraan Hutan Kota Malabar yang antara lain untuk menjaga 
keberlanjutan, keselarasan, dan keteraturan ekosistem perkotaan baik    
dari aspek lingkungan, sosial dan budaya. 
 1.6.3. Hutan Kota 
 Hutan kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan   
pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan         
baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai     
hutan kota oleh pejabat yang berwenang.41 Dalam penelitian ini definisi 
tentang hutan kota mengacu pada penjabaran di atas, lebih lanjut            
lagi hutan kota yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah              
Hutan Kota Malabar yaitu hutan kota di Kota Malang yang luas 
wilayahnya mencapai 16.718 m2 dan merupakan salah satu bentuk ruang 
terbuka hijau dimana di dalamnya terdapat berbagai macam pohon dan 
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 Martokusumo, Widjaja. 2006, Revitalisasi dan Rancang Kota: Beberapa Catatan dan                    
Konsep Penataan Kawasan Kota Berkelanjutan, Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota.           
Vol. 17, No. 3, hlm. 34. 
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 Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota hlm. 2. 
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tumbuhan, lalu juga beranekaragam satwa yang perlu dilestarikan agar 
dapat menjaga keseimbangan ekosistem di perkotaan. 
1.7. Metode Penelitian 
1.7.1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui faktor-faktor 
penyebab kemunculan dan tahapan-tahapan perkembangan gerakan         
Aliansi Masyarakat Peduli Hutan Kota Malabar dalam menolak  
revitalisasi hutan Malabar di Kota Malang adalah jenis penelitian kualitatif 
karena penelitian akan menghasilkan fakta maupun opini berupa kata-kata 
yang kemudian dirangkai menjadi sebuah karya tulis yang sistematis.     
Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Creswell bahwa penelitian kualitatif 
adalah sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau 
masalah manusia berdasarkan pada penciptaan gambar holistik yang 
dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara 
terperinci, dan disusun dalam sebuah latar ilmiah.42 Lebih lanjut lagi, 
penelitian kualitatif yang dimaksud adalah penelitian kualitatif deskriptif 
karena penelitian hendak memaparkan kondisi subyek penelitian atas 
fakta-fakta yang ada. Sesuai penjelasan Nazir bahwa metode        
deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok  
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 dalam Patilima, Hamid. 2011, Metode Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung. hlm 2-3.  
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manusia, suatu objek, seuatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun 
suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.43 
1.7.2. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di kawasan sekretariat organisasi 
lingkungan hidup, tempat berkumpul aktivis lingkungan hidup,   
sekretariat organisasi-organisasi maupun tempat berkumpul komunitas-       
komunitas yang bergabung dalam gerakan Aliansi Masyarakat Peduli 
Hutan Kota Malabar dalam menolak revitalisasi hutan Malabar di Kota 
Malang dan kantor-kantor dinas maupun lembaga terkait di ruang lingkup 
Pemerintah Kota Malang. Waktu pelaksanaan penelitian ini mulai dari 
bulan Mei 2016 hingga bulan Juni 2016. 
1.7.3. Subyek Penelitian 
 Subyek penelitian atau sumber data dalam penelitian sesuai 
dengan penjelasan Arikunto adalah subyek dari mana data dapat 
diperoleh.44 Subyek dari mana data dapat diperoleh tersebut seringkali 
diistilahkan sebagai informan. Informan dipilih dengan cara purposive 
sampling sesuai pernyataan Nawawi bahwa purposive sampling 
merupakan teknik pengambilan sample dengan menyesuaikan kriteria-
kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian.45 
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 Nazir, Mohammad. 1988, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta. hlm. 63. 
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 Arikunto, Suharsimi. 2010, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, Rineka Cipta, 
Jakarta. hlm 172. 
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 Nawawi, H. Hadari. 1993, Metode Penelitian Bidang Sosial, Gadjah Mada University Press, 
Yogyakarta. hlm. 157. 
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Sedangkan kriteria yang dimaksud adalah memiliki pengetahuan 
berhubungan dengan proses-proses kemunculan maupun perkembangan 
dari gerakan Aliansi Masyarakat Peduli Hutan Kota Malabar. Dengan 
penetapan kriteria tersebut maka informan yang dipilih cenderung 
merupakan aktivis dari Aliansi Masyarakat Peduli Hutan Kota Malabar       
yang banyak terlibat dalam aksi-aksi gerakan sosial tersebut,           
terlebih lagi termasuk kalangan pimpinan atau koordinator. 
Penentuan informan dalam penelitian ini dimulai dari membaca 
berita di internet dimana terdapat beberapa informasi mengenai nama 
koordinator aksi Aliansi Masyarakat Peduli Hutan Kota Malabar yang 
kemudian ditindaklanjuti dengan mencari di lapangan dan kemudian 
mengembangkan pada informan koordinator-koordinator selainnya 
maupun aktivis-aktivis perwakilan dari organisasi-organisasi serta 
komunitas-komunitas yang ikut serta dalam gerakan Aliansi Masyarakat 
Peduli Hutan Kota Malabar. Selain itu juga diambil informan dari Dinas 
Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Pemerintah Kota Malang agar dapat 
memahami kondisi lingkungan hidup di Kota Malang dari sudut pandang 
pemerintah. Informan-informan tersebut selengkapnya yaitu : 
1. Juru Bicara Aliansi Masyarakat Peduli Hutan Kota Malabar  
2. Perwakilan Walhi Jawa Timur 
3. Perwakilan Interdiciplinary Urban Policy Studies Jakfi Malang 
4. Perwakilan Pelangi Sastra Malang 
5. Perwakilan Karang Taruna Oro-Oro Dowo 
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6. Kepala Bidang Pertamanan Dinas Kebersihan dan          
Pertamanan  Kota Malang 
7. Kepala Bidang Pengawasan Lingkungan dan Pengendalian  
Limbah Balai Lingkungan Hidup Kota Malang 
1.7.4. Jenis Data 
 Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini utamanya 
berhubungan dengan kerangka teoritik dan definisi konseptual 
sebagaimana telah dijelaskan di bagian sebelumnya yaitu mulai dari 
kondisi kekecewaan yang melatarbelakangi munculnya gerakan sosial 
berdasarkan teori deprivasi relatif Gurr dan tahapan-tahapan terjadinya 
termasuk juga hasil yang dicapai dari gerakan sosial berdasarkan teori 
Balridge. Sebagai tambahan juga akan dikumpulkan data-data tentang 
sejarah, tujuan, program-program dan riwayat kegiatan Aliansi 
Masyarakat Peduli Hutan Kota Malabar. Data-data tersebut dapat 
dikelompokkan menjadi dua jenis data yaitu : 
A. Data  Primer 
 Data primer didasarkan pada wawancara langsung terhadap 
subyek yang diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan.    
Data yang akan dikumpulkan berupa opini dan sikap serta fakta 
dan atribut dari sejumlah informan dalam penelitian. 
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B. Data Sekunder  
Data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, internet, 
dan lain sebagainya yang digunakan untuk melengkapi data primer 
yang sudah dikumpulkan, termasuk menjelaskan tentang gambaran 
umum kota yang menjadi ruang lingkup subyek penelitian. 
1.7.5. Teknik Pengumpulan Data 
 Pengumpulan data dapat didefinisikan sebagai satu proses 
mendapatkan data empiris melalui responden dengan menggunakan 
metode tertentu. Sebelum dilakukan pengumpulan data, terlebih dahulu    
ditentukan teknik pengumpulan data yang tepat dan disusun          
instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data. Untuk menentukan 
metode dan instrumen pengumpulan data yang tepat, perlu dipahami      
data empirisnya, baik jenis maupun sumber data yang dibutuhkan        
untuk dikumpulkan.46 Sebagaimana dijelaskan di bagian jenis data,        
data kualitatif yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini termasuk 
dalam kategori data opini dan sikap serta fakta dan atribut. Data-data 
berupa opini dan sikap, serta fakta dan atribut yang dikumpulkan 
berhubungan dengan rumusan masalah penelitian. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
untuk mendapatkan data berupa opini dan sikap serta fakta dan atribut  
adalah dengan cara melakukan wawancara. Metode wawancara  
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merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data atau 
keterangan lisan dari seseorang yang disebut responden melalui suatu 
percakapan yang sistematis dan terorganisasi. Karena itu, wawancara 
merupakan percakapan yang berlangsung secara sistematis dan 
terorganisasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara 
(interviewer) dengan sejumlah orang sebagai responden atau yang 
diwawancara (interviewee) untuk mendapatkan sejumlah informasi yang 
berhubungan dengan masalah yang diteliti. Hasil percakapan           
tersebut dicatat atau direkam oleh pewawancara.47 
Lebih spesifik lagi, tipe wawancara yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur 
(structured interview), kadang-kadang disebut wawancara distandarisasi 
(standarized interview), memerlukan administrasi dari suatu jadwal 
wawancara oleh seorang pewawancara. Pewawancara memiliki      
sejumlah pertanyaan yang telah disusun dan dia mengadakan wawancara 
atas dasar atau panduan pertanyaan tersebut. Ketika responden     
merespons atau memberikan pandangannya atas pertanyaan yang   
diajukan, pewawancara mencatat jawaban tersebut. Kemudian, 
pewawancara melanjutkan pertanyaan lain yang sudah disusun atau 
disediakan. Petanyaan yang sama kemudian akan ditanyakan kepada tiap 
orang responden dalam peristiwa yang sama.48 
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Sebagai tambahan juga digunakan teknik dokumenter untuk 
mendapatkan data sekunder atau data penunjang yang menggambarkan 
kondisi umum ruang lingkup subyek penelitian. Menurut Nawawi teknik 
dokumenter adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan    
tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku    
tentang pendapat, teori, dalil/hukum-hukum dan lain-lain yang 
berhubungan dengan masalah penyelidikan.49 
1.7.6. Teknik Analisis Data 
 Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang 
diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan 
bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-
kategori/struktur klasifikasi. Menurut Miles dan Huberman, kegiatan 
analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.    
Terjadi secara bersamaan berarti reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang jalin menjalin 
merupakan proses siklus dan interaktif pada saat sebelum, selama,         
dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar untuk       
membangun wawasan umum yang disebut “analisis”. 
Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan 
perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data 
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 Nawawi, H. Hadari. 1993, Op. Cit., hlm. 133. 
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kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi      
data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan,    
menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan 
mengorganisasis data sedemikian rupa hingga kesimpulan-        
kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. 
Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang      
memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 
tindakan. Melalui data yang disajikan, kita melihat dan akan dapat    
memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan - lebih     
jauh menganalisis ataukah mengambil tindakan berdasarkan pemahaman 
yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut. 
Menarik kesimpulan dilakukan setelah seorang penganalisis 
kualitatif mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan,                             
pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab 
akibat, dan proposisi. Mula-mula kesimpulan belum jelas, tetapi   
kemudian kian meningkat menjadi lebih terperinci. Kesimpulan 
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GAMBARAN UMUM PENELITIAN 
 
2.1. Profil Kota Malang 
 2.1.1. Kondisi Geografis 
 Secara umum Kota Malang merupakan salah satu kota tujuan 
wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki. 
Letaknya yang berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Malang secara 
astronomis terletak pada posisi 112,06° - 112,07° Bujur Timur, 7,06° - 
8,02° Lintang Selatan dengan batas wilayah sebagai berikut : 
‒ Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso  
   Kabupaten Malang 
‒ Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang  
   Kabupaten Malang 
‒ Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji  
    Kabupaten Malang 
‒ Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau           
   Kabupaten Malang 
Luas wilayah Kota Malang sebesar 110,06 km2 yang terbagi dalam 
lima kecamatan yaitu Kecamatan Kedungkandang, Sukun, Klojen, 
Blimbing, dan Lowokwatu. Potensi alam yang dimiliki Kota Malang 
adalah letaknya yang cukup tinggi yaitu 440-667 m di atas permukaan air 
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA




laut. Salah satu lokasi yang paling tinggi adalah Pegunungan Buring yang 
terletak di sebelah timur Kota Malang. Dari atas pegunungan ini terlihat 
jelas pemandangan yang indah antara lain dari arah Barat terlihat barisan 
Gunung Kawi dan Panderman, sebelah utara Gunung Arjuno, sebelah 
timur Gunung Semeru dan jika melihat ke bawah terlihat hamparan Kota 
Malang. Sedangkan sungai yang mengalir di wilayah Kota Malang adalah 
Sungai Brantas, Amprong dan Bango.51 
 




Presentase terhadap luas 
Kota 
Kedungkandang 38,89 36,24 
Sukun 20,97 19,05 
Klojen 8,83 8,02 
Blimbing 17,77 16,15 
Lowokwaru 22,60 20,53 
Jumlah 110,06 100,00 
 Sumber : BPS Kota Malang 
  
Dari tabel di atas, diketahui bahwa diantara 5 kecamatan yang ada, 
Kecamatan Kedungkandang memiliki luas wilayah terbesar yaitu       
sebesar 38,89 km2 atau 36,24 % dari total luas wilayah Kota Malang. 
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 Badan Pusat Statistik Kota Malang. 2015. Kota Malang dalam Angka. hlm. 3-4. 
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Kemudian diikuti oleh Kecamatan Lowokwaru dengan luas wilayah          
22,60 km2 atau 20,53 % dari total luas wilayah Kota Malang.                 
Lalu Kecamatan Sukun dengan luas wilayah 20,97 km2 atau 19,05 %      
dari total luas wilayah Kota Malang. Lalu Kecamatan Blimbing          
dengan luas wilayah 17,77 km2 atau 16,15 % dari total luas wilayah      
Kota Malang, dan Kecamatan Klojen dengan luas wilayah 8,83 km2 atau 
8,02 % dari total luas wilayah Kota Malang.  
 
2.1.2. Jumlah Penduduk 
 Menurut hasil Proyeksi Penduduk Sensus Penduduk tahun        
2010 jumlah penduduk Kota Malang tahun 2014 sebanyak 845.973 jiwa 
yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 416.982 jiwa dan      
penduduk perempuan sebanyak 428.991 jiwa. Dengan demikian rasio   
jenis kelamin penduduk Kota Malang sebesar 97,2. Ini artinya bahwa 
setiap 100 penduduk perempuan terdapat  97-98 penduduk laki-laki. 
Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010, pada   periode 2010-2014 rata-
rata laju pertumbuhan penduduk setiap tahunnya adalah 0,31%.         
Dilihat dari penyebarannya, diantara 5 kecamatan yang ada Kecamatan 
Lowokwaru memiliki penduduk terbanyak yaitu sebesar 192.066 jiwa, 
kemudian diikuti oleh Kecamatan Sukun (188.545 jiwa), Kecamatan 
Kedungkandang (183.927 jiwa), Kecamatan Blimbing (176.845 jiwa),    
dan Kecamatan Klojen (104.590 jiwa).52 
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Jumlah Rasio Jenis 
Kelamin 
Kedungkandang 91.474 92.453 183.927 98,9 
Sukun 93.632 94.913 188.545 98,7 
Klojen 49,799 54,811 104.590 90,8 
Blimbing 87.581 89.264 176.845 98,1 
Lowokwaru 94.516 97.550 192.066 96,9 
Jumlah 416.982 428.991 845.973 97,2 
 Sumber : BPS Kota Malang 
 
Dari tabel di atas, diketahui bahwa diantara 5 kecamatan yang ada, 
Kecamatan Kedungkandang memiliki rasio jenis kelamin tertinggi    
sebesar 98,9 yaitu terdapat 91.474 jiwa penduduk laki-laki dan         
92.453 jiwa penduduk perempuan. Kemudian diikuti oleh           
Kecamatan Sukun dengan rasio jenis kelamin 98,7 yaitu terdapat       
93.632 jiwa penduduk laki-laki dan 94.913 jiwa penduduk perempuan. 
Kemudian diikuti oleh Kecamatan Blimbing dengan rasio jenis kelamin 
98,1 yaitu terdapat 87.581 jiwa penduduk laki-laki dan 89.264 jiwa 
penduduk perempuan. Kemudian diikuti oleh Kecamatan Lowokwaru 
dengan rasio jenis kelamin 96,9 yaitu terdapat 94.516 jiwa penduduk laki-
laki dan 97.550 jiwa penduduk perempuan, dan Kecamatan Klojen            
a 
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dengan rasio jenis kelamin 90,8 yaitu terdapat 49,799 jiwa penduduk laki-
laki dan 54,811 jiwa penduduk perempuan. 
 
2.1.3. Tingkat Pendidikan 
Kota Malang adalah kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah 
Surabaya, kota ini juga dikenal sebagai kota pendidikan, karena 
banyaknya fasilitas pendidikan yang tersedia dari mulai tingkat        
Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar sampai Pendidikan Tinggi, dan     
jenis pendidikan non-formal seperti kursus bahasa asing dan kursus 
komputer, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. 
Pada tahun 2014/2015 di tingkat Sekolah Dasar (SD) jumlah sekolah yang 
ada sebanyak 271, jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 
100, jumlah Sekolah Menengah Umum (SMU) sebanyak 47, dan jumlah 
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 53. Untuk jumlah sekolah 
di lingkungan Departemen Agama di tingkat Madrasah Ibtidaiyah  (MI) 
jumlah sekolah yang ada 50, jumlah Madrasah Tsanawiyah (MTs) 24,    
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Tabel II. 3 Jumlah Penduduk Usia 10 Tahun Keatas menurut 
Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Tahun 2014 
Tingkat Pendidikan Jumlah Presentase 
Terhadap Jumlah 
Penduduk 
Tidak/Belum Pernah Sekolah 11.590 1,37 
Tidak/Belum Tamat SD/MI 105.070 12,42 
SD/MI 136.709 16,16 
SMP/MTs 148.299 17,53 
SMU/MA 209.294 24,74 
SMK 92.465 10,93 
Perguruan Tinggi 142.546 16,85 
Jumlah 845.973 100,00 
 Sumber : BPS Kota Malang 
 
Dari tabel di atas, diketahui bahwa penduduk Kota Malang yang 
tidak/belum pernah sekolah terdapat sebanyak 1,37 % dari total penduduk 
atau berjumlah 11.590 jiwa. Lalu yang tidak/belum tamat SD/MI terdapat 
sebanyak 12,42 % atau berjumlah 105.070 jiwa. Lalu yang sudah tamat 
SD/MI terdapat sebanyak 16,16 % atau berjumlah 136.709 jiwa. Lalu yang 
sudah tamat SMP/MTs terdapat sebanyak 17,53 % atau berjumlah 148.299 
jiwa. Lalu yang sudah tamat SMU/MA terdapat sebanyak 24,74 % atau 
berjumlah 209.294 jiwa. Lalu yang sudah tamat SMK terdapat sebanyak 
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10,93 % atau berjumlah 92.465 jiwa, dan yang sudah tamat Perguruan 
Tinggi terdapat sebanyak 16,85 % atau berjumlah 142.546 jiwa. 
 
2.1.4. Jenis Pekerjaan 
Jumlah pencari kerja di kota Malang pada tahun 2014               
yang terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi                    
Kota Malang sebanyak 51 jiwa pencari kerja laki-laki yang terdiri dari      
5 jiwa berusia antara 15-19 tahun, 33 jiwa berusia 20-29 tahun, dan         
13 jiwa berusia 30-44 tahun, serta 35 jiwa pencari kerja perempuan        
yang terdiri dari 4 jiwa berusia 15-19 tahun, 23 jiwa berusia 20-29 tahun,   
6 jiwa berusia 30-44 tahun, dan 2 jiwa berusia 45-54 tahun.       
Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional yang dilakukan       
pada tahun 2014 diketahui bahwa dari 30.581 jiwa penduduk usia             
15 tahun keatas yang termasuk pengangguran terbuka terdapat       
sebanyak 89,92 % yang mencari pekerjaan, 2,32 % yang mempersiapkan 
usaha, 5,47 % yang merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, dan          
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Tabel II.4 Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut 
Lapangan  Usaha Utama Tahun 2014 
Lapangan Usaha Utama Jumlah Tenaga Kerja Presentase 
Pertanian 7.778 1,98 
Industri Pengolahan 87.912 22,37 
Konstruksi 39.699 10,10 
Perdagangan Besar, Eceran, 
Rumah Makan dan Hotel 
116.432 29,62 
Angkutan, Pergudangan,    
dan Komunikasi 
 19.679 5,01 
Keuangan dan Jasa-jasa 119.046 30,29 
Pertambangan, dan 
Penggalian Listrik,         
Gas dan Air 
2.504 0,64 
Jumlah 393.050 100,00 
Sumber : BPS Kota Malang 
 
Dari tabel di atas, diketahui bahwa jumlah penduduk                 
Kota Malang  yang berusia 15 tahun keatas paling banyak bekerja            
di lapangan usaha keuangan dan jasa-jasa yaitu sebanyak 30,29 % atau 
119.046 jiwa. Selanjutnya diikuti oleh lapangan usaha perdagangan besar, 
eceran, rumah makan, dan hotel yaitu sebanyak 29,62 % atau 116.432 jiwa. 
Kemudian lapangan usaha industri pengolahan yaitu sebanyak 22,37 % 
atau 87.912 jiwa. Kemudian lapangan usaha konstruksi yaitu sebanyak 
10,10 % atau 39.699 jiwa. Kemudian lapangan usaha angkutan, 
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pergudangan dan komunikasi yaitu sebanyak 5,01 % atau 19.679 jiwa. 
Kemudian lapangan usaha pertanian yaitu sebanyak 1,98 % atau 7.778 
jiwa, dan terakhir lapangan usaha pertambangan, serta penggalian listrik, 
gas dan air yaitu 0,64 % atau 2.504 jiwa. 
 
2.1.5. Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kota Malang 
Tabel II.5 Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat di Kota Malang 
No. Kecamatan Jumlah LSM 
1. Kedungkandang 22 
2. Sukun 16 
3. Klojen 25 
4. Blimbing 19 
5. Lowokwaru 64 
6. Lain-lain 14 
Total 160 
Sumber: Data LSM Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang2014  
 
Dari tabel di atas, diketahui bahwa diantara 5 kecamatan yang ada, 
di Kecamatan Lowokwaru terdapat jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat 
terbanyak yaitu sebanyak 64 Lembaga Swadaya Masyarakat. Kemudian 
diikuti oleh Kecamatan Klojen dengan jumlah Lembaga Swadaya 
Masyarakat  sebanyak 25 Lembaga Swadaya Masyarakat. Lalu Kecamatan 
Kedungkandang dengan jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat  sebanyak 
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22 Lembaga Swadaya Masyarakat. Lalu Kecamatan Blimbing dengan 
jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat  sebanyak 19 Lembaga Swadaya 
Masyarakat, dan Kecamatan Sukun dengan jumlah Lembaga Swadaya 
Masyarakat sebanyak 16 Lembaga Swadaya Masyarakat. Sedangkan   
yang dimaksud dengan lain-lain adalah Lembaga Swadaya Masyarakat 
yang alamatnya berada di Kabupaten Malang tetapi terdaftar di          
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang yang jumlahnya 
sebanyak 14 Lembaga Swadaya Masyarakat. 
 
2.1.6. Kadar Karbon Dioksida (CO2) di Kota Malang55 
2.1.6.1. Emisi CO2 dari Bahan Bakar 
Sebagian besar gas CO2 dihasilkan dari proses pembakaran  
bahan bakar. Dengan jatah konsumsi premium dan solar untuk Kota 
Malang masing masing sebesar 153.681.000 liter/tahun dan      
44.534.000 liter/tahun serta nilai emisi bensin 2,31 g/liter dan solar 
2,63 g/liter, maka polusi udara berupa gas CO2 yang dihasilkan dari 
bahan bakar mencapai 472,127 ton/tahun. 
2.1.6.2. Emisi CO2 dari Peternakan 
Kandungan emisi CO2 yang dihasilkan dari hewan ternak di    
Kota Malang adalah sebesar 610,631 kg CO2/tahun atau 0,61 ton 
CO2/tahun. Jumlah emisi yang dihasilkan berbanding lurus dengan 
jumlah ternak. Semakin banyak jumlah ternak, semakin besar emisi 
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 Mulyadin, Muhammad & Gusti, Pangersa, 2015, Analisis Kebutuhan Luasan Area Hijau 
Berdasarkan Daya Serap CO₂ di Kota Malang, Jawa Timur, Jurnal Penelitan Sosial dan Ekonomi 
Kehutanan, Vol. 12, No.1, hlm. 63-64. 
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yang dihasilkan. emisi CO2 terbesar yang dihasilkan dari hewan 
ternak berasal dari sapi potong sebesar 560,77 kg CO2/tahun dan 
terendah adalah kuda dengan 3,23 kg CO2/tahun.  
2.1.6.3. Emisi CO2 dari Aktivitas Manusia 
Jumlah penduduk Kota Malang saat ini adalah 820.243 jiwa 
(Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2013). Dengan asumsi gas    
CO2 yang dihasilkan dari aktivitas manusia adalah sama yaitu  
0,3456 ton CO2/jiwa/tahun (Grey & Deneke, 1978) maka total   
emisi gas CO2 yang dihasilkan oleh penduduk Kota Malang      
adalah sebesar 283.475,98 ton CO2 /tahun. 
2.1.6.4. Emisi CO2 dari Persawahan 
Luas persawahan di Kota Malang sebesar 1.282 ha (Badan 
Pusat Statistik Kota Malang, 2013). Dengan asumsi nilai ukur    
faktor emisi CH4 (N) bernilai satu, maka luas persawahan        
tersebut menghasilkan gas CH4 sebanyak 0,046152 ton CH4/tahun. 
Gas CH4 yang teroksidasi akan menghasilkan gas CO2 sehingga 
kandungan yang terdapat pada areal persawahan di Kota Malang 
adalah sebesar 0,13 ton CO2/tahun. 
 
2.1.7. Program Pembangunan Ruang Terbuka Hijau di KotaMalang56 
Dari analisa capaian Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di Kota 
Malang diketahui luasan RTH publik di Kota Malang sebesar 1.323,86 Ha, 
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 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang. 2015. Materi Teknis Penyusunan Rencana 
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sedangkan hasil rencana RTH publik berdasarkan RTRW Kota Malang 
2010-2030 adalah seluas 2.350 Ha, maka luas RTH publik yang harus 
dipenuhi hingga tahun 2030 adalah 1.026,14 Ha. Untuk memnuhi luas 
RTH publik tersebut dapat dikembangkan pada sempadan, yang berpotensi 
untuk dikembangkan, dan penggunaan lahannya masih berupa semak 
belukar, sawah ataupun tanah kosong, seluas 296,58 Ha, namun masih 
belum mampu mencapai luas RTH publik yang dibutuhkan, sehingga 
untuk alternatif kedua diambil dari   aset tanah yang dimiliki Kota Malang, 
seluas 247,25 Ha, namun masih belum mencapai luas RTH publik yang 
dibutuhkan dimana hanya mampu mencapai 482,31 Ha, sehingga untuk 
alternatif ketiga mengambil tindakan untuk akuisisi RTH perumahan, 










Gambar II.1 Diagram Capaian Pemenuhan RTH Publik Kota Malang 
Sumber: Bappeda Kota Malang, 2015, Materi Teknis Penyusunan Rencana 
Aksi Pencapaian RTH dan Sistem Informasi Capaian RTH Publik Kota Malang 
Rencana RTH Publik 
Berdasarkan RTRW: 
2.350 Ha 
RTH Publik     
Eksisting         
1.342,95 Ha 
Luas RTH Publik 
Yang Harus Dipenuhi 
1.93,29 Ha 
Pemenuhan RTH 
Publik Dari Luas 















Makam          
476,64 Ha 
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Tabel II.6 Program Pengembangan RTH Publik Kota Malang 
No
. 













1. Pemeliharaan Taman Kota Taman Kota Malang (Alun-
Alun Kota Malang, Alun-Alun 
Tugu, Taman Mojolangu, 
Taman Singha Merjosari, 
Taman Merbabu, Taman 
Kunang-Kunang, Taman 
Trunojoyo, Taman Sulfat, 
Hutan Kota Pandanwangi, dll) 
Ditentukan 
Kemudian 




2. Pemeliharaan Taman 
Lingkungan 
Seluruh kelurahan Ditentukan 
Kemudian 




3. Pemeliharaan sarana      
prasarana TPU 
Seluruh kelurahan Ditentukan 
Kemudian 
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5. Pengembangan jalur-jalur hijau 










6. Pengembangan jalur-jalur hijau 










7. Pengembangan jalur-jalur hijau 
alami sempadan Rel Kereta Api 








8. Pengembangan jalur-jalur hijau 
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9. Pemberian insentif terhadap 
peran serta masyarakat dalam 
mengembangkan dan 
memelihara RTH 
Seluruh kelurahan Ditentukan 
Kemudian 




10. Sosialisasi dan penyuluhan 
tentang pemeliharaan RTH 
Seluruh kelurahan Ditentukan 
Kemudian 




11. Penyuluhan pengembangan RTH 
melalui instansi pemerintah 
daerah Kota Malang mulai dari 
tingkat kota, camat, lurah, 
lingkungan RT/RW, dewan 
legislasi, organisasi-organisasi 
kemasyarakatan, sekolah, 
pramuka, rumah sakit, 
perkantoran, dan berbagai  
bentuk media massa cetak 
Seluruh kelurahan Ditentukan 
Kemudian 
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12. Pengembangan RTH berupa 
taman pada tanah aset 










13. Pengembangan RTH berupa 
taman pada sempadan sungai, 
Rel Kereta Api, Sumber Mata 





















15. Pengembangan RTH jalur     
hijau jalan 
Jalan Arteri Primer, Kolektor 
Primer, Kolektor Sekunder, 
dan Lokal Sekunder 
Ditentukan 
Kemudian 





Sumber: Bappeda Kota Malang, 2015, Materi Teknis Penyusunan Rencana Aksi Pencapaian RTH dan Sistem Informasi Capaian RTH Publik Kota Malang
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TEMUAN DAN ANALISIS DATA 
 
3.1. Sumber Kekecewaan Gerakan Aliansi Masyarakat Peduli Hutan Malabar 
 Sumber kekecewaan yang dimaksud mengacu pada penjelasan Gurr bahwa 
gerakan sosial pada umumnya terjadi sebagai akibat terjadinya deprivasi relatif, 
yakni ketika di hadapan masyarakat terbentang jurang panjang yang memisahkan 
antara harapan-harapan masyarakat dengan kemampuan mereka mendapatkan 
sarana-sarana yang diperlukan untuk memenuhi harapan-harapan yang mereka 
inginkan.57 Dalam konteks kasus gerakan Aliansi Masyarakat Peduli Hutan    
Kota Malabar ini, ada beberapa kondisi di Kota Malang yang memunculkan 
kesenjangan antara harapan-harapan masyarakat Kota Malang yang memiliki 
kepedulian terhadap hutan Malabar, ruang terbuka hijau dan Kota Malang secara 
umum dengan kemampuan mereka dalam mewujudkan harapan-harapan tersebut. 
Secara umum terdapat 4 sumber kekecewaan yang menyebabkan munculnya 
gerakan sosial ini, yaitu desain awal revitalisasi hutan Malabar yang akan 
mengurangi fungsi ekologis hutan Malabar. Kemudian kebijakan-kebijakan yang 
telah mengalihfungsi ruang terbuka hijau di Kota Malang. Lalu bantuan dana 
(Corporate Social Responsibilities) CSR yang terkesan meminta kompensasi atas 
                                                             
57
 Soenyono. 2005, Op. Cit., hlm. 7-8. 
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revitalisasi hutan Malabar, dan program-program pembangunan ruang terbuka 
hijau yang kurang melibatkan peran serta masyarakat di Kota Malang. 
3.1.1. Kekecewaan Terhadap Desain Awal Revitalisasi Hutan Malabar 
yang Akan Mengurangi Fungsi Ekologis Hutan Malabar 
Kesenjangan yang mengakibatkan munculnya gerakan     
Aliansi Masyarakat Peduli Hutan Kota Malabar berkaitan dengan 
desain awal revitalisasi Hutan Kota Malabar bermula dari harapan 
anggota Aliansi Masyarakat Peduli Hutan Kota Malabar         
terhadap hutan Malabar sebagai hutan kota. Sebagai hutan kota, 
anggota aliansi mengharapkan hutan Malabar dapat berfungsi 
mengacu pada fungsi hutan kota yang disebutkan dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota.            
Fungsi dari hutan kota adalah untuk memperbaiki dan menjaga iklim 
mikro dan nilai estetika, meresapkan air, menciptakan keseimbangan 
dan keserasian lingkungan fisik kota, dan mendukung pelestarian 
keanekaragaman hayati Indonesia. Memang pada Peraturan 
Pemerintah tersebut juga dijelaskan bahwa tujuan dari 
penyelenggaraan hutan kota adalah untuk kelestarian, keserasian,  
dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi unsur 
lingkungan, sosial dan budaya, namun anggota aliansi memandang 
bahwa unsur sosial dan budaya dalam hutan kota seharusnya 
dikembangkan berbentuk pendidikan lingkungan, sebagaimana 
pernyataan Juru Bicara Aliansi, Robbani dalam wawancara: 
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“Jadi, hutan kota malabar ini kan sebetulnya termasuk      
dalam kategori hutan kota menurut perda nomor 4 tahun 2011, 
hutan kota sendiri menurut pp tentang hutan kota, itu  
fungsinya adalah fungsi ekologis, kalau nggak salah  ada 4 
atau 5, nanti bisa cek sendiri, yang isinya menjaga iklim mikro, 
kemudian menjaga keanekaragaman hayati tingkat kota, 
resapan air, mencegah erosi longsor dan sebagainya, itu   
fungsi hutan kota, meskipun fungsi hutan kota itu sendiri, 
punya dibebankan fungsi sosial ekonomi, tapi dia tetap harus 
mengacu pada 4 fungsi utama tadi, jadi hutan kota sendiri 
mestinya difungsikan sebagai fungsi pendidikan lingkungan 
hidup, jadi begitu, kalau hutan kota hutan lindung yang benar-
benar steril jelas-jelas nggak mungkin karena di tengah-tengah 
kota, tapi dia sifatnya sebagai pendidikan lingkungan       
hidup, seperti kayak arboretum itu lo mas, kayak arboretum, 
kayak  kebun raya, mirip-mirip begitu, itu sih” 
Lebih lanjut lagi, dinyatakan bahwa pengembangan fungsi 
sosial dan budaya hutan kota yang berupa fungsi pendidikan 
lingkungan hidup tersebut antara lain seharusnya diarahkan berupa 
arboretum. Arboretum adalah laboratorium yang dalamnya terdapat 
beranekaragam vegetasi yang bisa dijadikan bahan pembelajaran. 
Terdapat penamaan-penamaan atas ragam vegetasi tersebut dan juga 
berupa wahana edukasi lingkungan hidup yang berbentuk seperti 
hutan kecil yang diversitasnya tinggi dan dapat digunakan untuk 
pendidikan, pembelajaran tentang serangga, hewan-hewan, termasuk 
burung-burung. Dari penelitian yang telah dilakukan aliansi, 
diketahui bahwa di hutan Malabar tersebut terdapat 22 jenis burung 
dan 5 diantaranya dilindungi. Namun harapan akan arah 
pengembangan fungsi sosial dan budaya hutan Malabar tersebut 
semakin terasa kesenjangan untuk mencapainya setelah      
Pemerintah Kota Malang berencana untuk melakukan revitalisasi 
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terhadap hutan Malabar yang cenderung menjadi seperti taman 
rekreasi, dimana pada desain awalnya akan dibangun playgorund, 
amphitheater, dan lain sebagainya. Hal tersebut disampaikan oleh 
Juru Bicara Aliansi, Robbani dalam wawancara: 
“Arboretum itu kayak lab gitu, laboratorium tapi dia         
kayak isinya ada beranekaragam vegetasi yang bisa     
dijadikan bahan pembelajaran, biasanya ada penamaan-
penamaan terus disitu ada wahana edukasi lingkungan 
hidupnya, wahana edukasi lingkungan hidup ini nggak      
kayak jatim park yang biasa aja begitu, dia kayak hutan      
kecil gitu, hutan kecil yang diversitasnya tinggi, yang 
fungsinya digunakan untuk pendidikan, pembelajaran     
tentang serangga, hewan-hewan juga, disitu kan ada 22   jenis       
burung 5 diantaranya dilindungi, ada 5 dilindungi lo        
disana pak, burung di malabar, di hutan kota kecil begitu, 
sedangkan pemerintah kota malang ini merevitalisasi hutan 
kota malabar itu menjadi sekedar taman rekreasi aja, 
contohnya ada apa namanya playground, kemudian ada 
amphitheater, jadi kelihatan nanti bisa kelihatan” 
Desain awal revitalisasi terlampir yang kemudian 
meningkatkan kesenjangan harapan anggota aliansi tentang arah 
pengembangan hutan Malabar menjadi arboretum dan              
wahana edukasi lingkungan hidup tersebut lebih detailnya           
dapat dilihat pada penjelasan tabel di bawah: 
Tabel III.1 Desain Awal Revitalisasi Hutan Kota Malabar 
No. Bagian Desain Penjelasan Bagian Desain 
1. Gerbang Utama Material menggunakan kayu untuk tiang, 
terdapat sclupture dan di hiasi air mancur, 
lampu 700 watt, lantai paving conblock 
warna dengan penambahan taman tiang,   
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No. Bagian Desain Penjelasan Bagian Desain 
  luas ± 300 m2, pemindahan dan penataan 
pohon, main gate (gerbang utama)  berada   
di sudut jalan malabar, jarak batas main   
gate ke poros jalan 13,5 m 
2. Amphitheater Material menggunakan batu candi,     
terdapat lampu tempel 500 watt, panjang 
amphitheater  15 m, material lantai 
menggunakan paving dan border 40 cm 
menggunakan ampyang 
3. Jogging Track Material menggunakan paving block warna, 
panjang jogging track ± 555 m, lebar 1,6 m, 
terdapat beberapa titik lampu tanam, 
kebutuhan listrik 2600 watt, border batu 
ampyang, jalur difabel berada di jalan poros 
utama, akses dari gerbang utama sampai ke 
amphitheater, total jalur dari gerbang utama 
ke amphitheater, sepanjang 115 m 
4. Area Playzone Luasan ± 200 m2, terdapat beberapa titik 
penerangan ± 1000 watt, material spyder 
web menggunakan pipa besi lapis cat  dan 
jaring   dari tali tambang, terdapat beberapa 
titik penerangan ± 1000 watt 
5. Area Edukasi 
dan Olahraga 
Luasan ± 100 m2, terdapat beberapa titik 
penerangan ± 500 watt, terdapat sepeda 
statis, arena musik, material lantai 
menggunakan paving warna, tidak ada 
pengurangan pohon 
6. Rumah Pohon Jarak antar pohon 5 m, terdapat 3 buah 
rumah pohon, rumah pohon terkoneksi ke  
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No. Bagian Desain Penjelasan Bagian Desain 
  jembatan, tinggi 1 m, material menggunakan 
kayu, kebutuhan listrik 1000 watt 
7. Kolam 
Reservoir 
Luas reservoir tetap, penambahan bendung 
untuk menaikkan muka air, perbaikan 
daerah keliling dengan tema alami,    
material menggunakan batu bongkahan   
yang di tata, keliling di bentuk taman   
bunga, kebutuhan listrik 1000 watt, 
penambahan ikan hias di area kolam 
8. Jembatan Kayu 
dan Area 
Observasi 
Tinggi jembatan ± 3 m bervariasi, lebar        
2 m, panjang ± 105 m, material struktur 
menggunakan baja ditutup oleh kayu, 
material lantai jembatan kayu,       
kebutuhan listrik 1500 watt 
9. Toilet dan 
Kompos 
Perbaikan akses ke rumah  kompos  
sehingga pengunjung menjadi tertarik, 
meliputi pengecatan ulang, perbaikan      
atap dan pergantian dinding kawat  menjadi 
kaca, toilet berada di balik rumah kompos 
dan menyatu dengan    pos pantau, terdiri 
dari 4 buah (2 pria dan 2 wanita) 
10. Parking Area Area parkir sepanjang jalan malabar    
menuju ke pasar oro-oro dowo, jarak     
parkir dengan gerbang utama 20 m,     
mampu menampung ± 150 motor 
Sumber: Presentasi Desain PT. Amerta Indah Otsuka Juni 2015 
Lebih lanjut lagi, anggota aliansi melihat bahwa beberapa 
bagian desain awal revitalisasi hutan Malabar tersebut akan 
mengurangi fungsi ekologis dari hutan Malabar dan mengarah       
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pada alih fungsi hutan Malabar sebagaimana telah mereka       
tuliskan dalam surat aliansi ke Konsulat Jenderal Jepang           
dengan detail penjelasan sebagai berikut: 
Tabel III.2 Alih Fungsi Hutan Kota Malabar, Bentuk, Tujuan 
dan Potensi Kerusakan 








Tidak sesuai fungsi     
ekologis (tidak memiliki 
korelasi dengan pendidikan 
lingkungan), menurunkan  
kualitas suasana hutan kota 
(kebisingan/pencemaran 
suara, penyebab stress satwa),  
berpotensi mengurangi luas 












kota di tempat 
ketinggian 
Tidak sesuai fungsi     
ekologis (tidak memiliki 
korelasi dengan pendidikan 
lingkungan), menurunkan 
kualitas fungsi hutan kota 
sebagai hunian satwa    
dengan tajuk pohon      
sebagai habitatnya    
(penyebab stress), berpotensi 
merusak pohon, berbahaya 
saat musim hujan (pohon 
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No Bentuk Tujuan Potensi Kerusakan 












Tidak sesuai fungsi     
ekologis (tidak memiliki 
korelasi dengan pendidikan 
lingkungan), menurunkan  
kualitas suasana hutan kota 
(kebisingan/pencemaran 
suara, penyebab stress    
satwa), serta sangat 
berpotensi mengurangi luas 







di malam hari 
dengan LED 
backlight 
Lampu yang terang 
mempengaruhi kehidupan 







Tidak sesuai fungsi ekologis 
(tidak memiliki korelasi 
dengan pendidikan 
lingkungan), menurunkan  
kualitas susana hutan kota 
(kebisingan/ pencemaran 
suara, penyebab stress satwa),  
berpotensi mengurangi luas 
kawasan hutan kota dan 
tutupan vegetasi 
Sumber: Surat Aliansi ke Konsulat Jenderal Jepang September 2015 
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Sehingga berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan 
bahwa gerakan Aliansi Masyarakat Peduli Hutan Kota Malabar 
muncul salah satunya disebabkan karena adanya kesenjangan     
antara harapan anggota aliansi terhadap arah pengembangan       
fungsi sosial dan budaya hutan Malabar sebagai hutan kota berupa 
arboretum dan wahana edukasi lingkungan hidup tanpa mengurangi 
fungsi ekologisnya. Sedangkan diketahui bahwa arah pengembangan 
fungsi sosial dan budaya hutan Malabar pada desain awal revitalisasi 
lebih kepada fungsi rekreasi seperti dengan pembangunan 
amphitheater, rumah pohon, dan area permainan. Lebih spesifiknya 
dalam surat aliansi ke Konsulat Jenderal Jepang, aliansi  
menyarankan selain membangun arboretum juga birdwatching tower, 
rumah burung, track paving blok berlubang, reuse recycle area,    
area energi alternatif listrik, kolam ekologis, area komposting, 
gerbang hijauan tanaman dan information center. 
3.1.2. Kekecewaan Terhadap Kebijakan-Kebijakan yang Telah 
Mengalihfungsi Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang 
Kesenjangan yang mengakibatkan munculnya gerakan  Aliansi 
Masyarakat Peduli Hutan Kota Malabar berkaitan dengan    
kebijakan-kebijakan yang telah mengalihfungsi ruang terbuka     
hijau di Kota Malang bermula dari harapan anggota Aliansi       
Masyarakat Peduli Hutan Kota Malabar terhadap ruang terbuka    
hijau di Kota Malang dimana menurut Undang-Undang Nomor 26     
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Tahun 2007 disebutkan bahwa proporsi ruang terbuka hijau         
pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota.    
Sedangkan selama ini anggota aliansi tidak pernah melihat       
Pemerintah Kota Malang membuka ruang terbuka hijau baru dari 
mengalihfungsi ruang ekonomi semisal mall menjadi hutan kota. 
Mereka mengamati bahwa selama ini yang terjadi              
Pemerintah Kota Malang mengalihfungsi ruang terbuka hijau 
menjadi ruang ekonomi. Contohnya adalah alih fungsi hutan kota 
APP Tanjung seluas 28 hektar menjadi Mall yaitu Malang          
Town Square dan Perumahan yaitu Ijen Nirwana Residence.       
Selain itu aliansi juga mendapatkan informasi dari organisasi  
Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) bahwa Kota Malang            
hanya memiliki luasan ruang terbuka hijau milik pemerintah     
sebesar 2,8% dari total luas wilayah kota, sebagaimana pernyataan       
Juru Bicara Aliansi, Robbani dalam wawancara : 
“Selama kita ini tidak pernah melihat pemerintah kota itu 
mbuka, katakanlah nggusur mall gitu, dijadikan hutan kota 
gitu, jadi hutan kota APP Tanjung itu juga jadi mall matos,  
jadi ijen nirwana residence, itu hutan kota 28 hektar itu,       
sisa-sisanya pun direvitalisasi, seringkali mengurangi areal   
non perkerasan, itu kan salah satu pengurangan RTH, 
dipaving, disemen, kalau berdasarkan data Walhi sih         
2,8%   dari 30%, itu RTH milik pemerintah” 
Lebih lanjut lagi juga disebutkan bahwa selain alih fungsi 
hutan kota APP Tanjung seluas 28 hektar menjadi Mall yaitu Malang 
Town Square dan Perumahan yaitu Ijen Nirwana Residence. Ada juga  
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taman kota Indrokilo yang diubah menjadi real estate, serta hutan 
kota yang terdapat di jalan Jakarta yang diubah menjadi taman kota. 
Terkait dengan hutan kota di jalan Jakarta, dikatakan bahwa secara 
formal ruang terbuka hijau di jalan Jakarta tersebut adalah hutan kota 
yang berbeda dengan taman kota, namun statusnya diturunkan, secara 
fakta masyarakat melihatnya sebagai taman kunang-kunang. 
Sehingga berdasarkan hal tersebutlah anggota aliansi mengatakan 
bahwa setiap ganti pengambil kebijakan atau walikota tidak      
pernah ada sebuah perkembangan penambahan ruang terbuka hijau 
yang ada ruang terbuka hijau selalu tereksploitasi. Terdapat 
pandangan bahwa revitalisasi ruang terbuka hijau yang seharusnya 
adalah mengubah lahan yang telah dialihkan fungsinya kembali 
menjadi ruang terbuka hijau atau selain itu bisa juga mendorong 
korporasi membeli lahan untuk dihibahkan kepada warga maupun 
Pemerintah Kota Malang untuk dijadikan ruang terbuka hijau.        
Hal tersebut disampaikan oleh anggota aliansi yang merupakan 
perwakilan dari Walhi, Purnawan dalam wawancara : 
“Ada juga hutan kota taman indrokilo, itu menjadi real estate, 
termasuk hutan kota jalan jakarta, yang sekarang diturunkan 
statusnya secara tidak langsung, secara formal dia hutan kota, 
namun secara fakta orang melihat ini taman kunang-kunang, 
sehingga itulah yang kemudian gerakan mempertahankan 
hutan kota malabar itu lebih bersifat memantik bahwa setiap 
ganti pengambil kebijakan, walikota, setiap ganti rezim tidak 
pernah ada sebuah perkembangan yang signifikan RTH          
itu bertambah, selalu RTH itu tereksploitasi, misalnya walikota 
sekarang punya program melakukan revitalisasi RTH                
a 
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mestinya kalau dia berani adalah dia membongkar sendiri 
kantor kelurahan yang sudah dibangun pada rezim  
sebelumnya menjadi taman, itu revitalisasi yang lebih dasar, 
atau misalnya dia mendorong korporasi itu membeli lahan, 
yang kemudian dihibahkan kepada warga kota malang atau 
pemerintah kota malang untuk dijadikan taman” 
Kemudian berkaitan dengan kebijakan-kebijakan alih fungsi    
ruang terbuka hijau di Kota Malang, ada alih fungsi selain hutan kota        
APP Tanjung menjadi Malang Town Square dan Ijen Nirwana 
Residence, taman kota Indrokilo menjadi real estate, serta hutan kota 
di jalan Jakarta menjadi taman kunang-kunang. Dalam surat aliansi 
ke Konsulat Jenderal Jepang juga disebutkan beberapa contoh kasus 
alih fungsi ruang terbuka hijau lain seperti Stadion Luar Gajayana 
menjadi mall, Taman Kunir menjadi kantor kelurahan, serta di      
luar itu, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut.  
Tabel III.3 Kasus Alih Fungsi RTH di Kota Malang 
No. Bentuk RTH Bentuk Alih Fungsi Lokasi 
1. Jalur Hijau Untuk jalan putar Depan MATOS 




Untuk jalan raya Jl. Jakarta, depan 






Brantas dan anak  
 
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA




No. Bentuk RTH Bentuk Alih Fungsi Lokasi 
   sungainya, ruko 
depan Ringin Asri 
3. Daerah 
tangkapan air 
Untuk ruang ekonomi 
(toko modern/mall), 
sebelumnya GOR 
Jl. Kawi, daerah 
GOR Pulosari dan 
sekitarnya 
4.  Lapangan olah 
raga 




Untuk pompa bensin 
(baru saja tutup) 
Dulu lapangan    
basket bagian dari 
Stadion Gajayana 
5. Taman kota Untuk kantor 
kelurahan 
Taman Kunir 




Untuk Real estate Taman Indrokilo 
6.  Hutan kota Untuk Tower seluler Hutan Kota Malabar 
7. Kawasan APP 
Tanjung 
Untuk real estate, 
hotel, dan mall 
APP Jl. Tanjung 
menjadi real estate 
dan hotel, kemudian         
APP Jl. Veteran 
menjadi mall 
Sumber: Surat Aliansi ke Konsulat Jenderal Jepang September 2015 
Di sisi lain, dari hasil wawancara tertulis dengan Kepala 
Bidang Pertamanan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP)    
Kota Malang, Slamet, disebutkan bahwa Pemerintah Kota Malang 
dalam melakukan pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)            
tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007             
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tentang Penataan Ruang. Sesuai yang telah disebutkan sebelumnya,                   
setiap Kota/Kabupaten harus menyediakan luasan RTH            
sebesar 30% dari luas wilayah, dengan ketentuan 20%         
merupakan RTH publik dan 10% merupakan RTH Privat.       
Undang-undang tersebut ditindaklanjuti dengan penyusunan 
Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030. 
Dalam melakukan pengelolaan RTH tersebut, DKP memiliki      
tugas pokok dan fungsi memanfaatkan tanah-tanah aset      
Pemerintah Kota dengan menetapkannya sebagai RTH, contoh 
kebijakan penetapan RTH yang telah dilakukan: 
 Taman Merjosari, luasnya 3 Ha  Taman Mojolangu, luasnya 1,8 Ha  Taman Tunggulwulung, luasnya 1 Ha  Taman Gotong Royong  Taman Lingkungan Sawojajar 
Dari hasil wawancara yang sama, selain memanfaatkan    
tanah-tanah aset Pemerintah Kota Malang dengan cara 
menetapkannya sebagai RTH, beberapa hasil pencapaian, target  
yang akan diraih, maupun langkah-langkah lain yang dilakukan    
oleh DKP dalam pengelolaan RTH yaitu: 
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a) Jumlah taman Kota dan Lingkungan sebanyak 81 Lokasi 
dan Hutan Kota sebanyak 7 lokasi. 
b) Ditargetkan setiap tahun DKP menambah luasan RTH dan 
peningkatan kualitas RTH. 
c) Tahun 2016-2017 direncanakan membangun RTH Taman 
Gayam (1 Ha) dan RTH Pandanwangi (7000 m2). 
d) Langkah-langkah lain yang dilakukan oleh DKP dalam 
melakukan pengelolaan RTH : 
1) Mendorong pengembang perumahan untuk                    
segera menyerahkan PSU (prasarana sarana               
utilitas) di dalamnya terdapat luasan RTH                         
yang bisa dijadikan RTH publik lainnya. 
2) Membeli lahan warga untuk dijadikan RTH 
publik kawasan perkotaan, sesuai kemampuan 
penganggaran Pemerintah Kota Malang. 
Sementara itu, terdapat informasi lain yang menjelaskan bahwa 
memang pengelolaan RTH merupakan kebijakan Undang-Undang 
Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan mengharuskan 
setiap Kota/Kabupaten menyediakan luasan RTH sebesar 30% dari 
luas wilayahnya, namun proporsi 30% tersebut merupakan proyeksi 
selama proses pemanfaatan ruang. Kota Malang sampai saat ini 
memang belum memenuhi luasan RTH sebesar 30% tersebut namun 
dalam berjalannya waktu luasan RTH masih terus ditambah baik 
kuantitasnya maupun kualitasnya melalui rencana aksi pencapaian 
RTH secara bertahap. Amanah Undang-Undang Nomor 26       
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang tersebut berlaku dalam jangka 
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waktu 20 tahun atau dalam kata lain dari tahun 2010 sampai tahun      
2030. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang 
Pengawasan Lingkungan dan Pengendalian Limbah, Badan 
Lingkungan Hidup Kota Malang, Arif dalam wawancara: 
“Jadi kalau RTH itu kan memang sudah kebijakan        
undang-undang tata ruang ya, mengharuskan 30% lah   
totalnya ya, memang sekarang belum 30% itu kan proyeksi 
sampai selama proses pemanfaatan ruang ya, hanya tinggal 
action plannya nanti dalam berjalannya ditambah, ada 
tahapannya, karena amanah tata ruang 30%  itu terus      
selama masa pemanfaatan ruang, sampai dua puluh tahun 
kedepan gitu ya kira-kira seperti itu pola pikirnya,     
menambah taman-taman, direvitalisasi, jadi kualitasnya 
ditambah kuantitasnya juga ditambah” 
Sehingga berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan 
bahwa gerakan Aliansi Masyarakat Peduli Hutan Kota Malabar 
muncul salah satunya disebabkan karena adanya kesenjangan antara 
harapan anggota aliansi terhadap kebijakan-kebijakan alih fungsi 
lahan di Kota Malang yang cenderung lebih banyak mengalihfungsi 
ruang terbuka hijau menjadi ruang ekonomi daripada mengalihfungsi 
ruang ekonomi menjadi ruang terbuka hijau. Kebijakan-kebijakan 
alihfungsi selainnya seperti mengubah ruang terbuka hijau menjadi 
kantor pemerintahan dan tidak mengubah kantor pemerintahan 
tersebut kembali menjadi ruang terbuka hijau. Selain itu juga 
menurunkan status ruang terbuka hijau dari yang awalnya  
merupakan hutan kota menjadi taman kota. Sedangkan        
Pemerintah Kota Malang termasuk DKP masih terus berupaya untuk 
memenuhi proporsi 30% luasan RTH sesuai amanah Undang-Undang  
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Nomor 26 Tahun 2007 tentang  Penataan Ruang selama jangka waktu 
tahun 2010 hingga tahun 2030 dengan mengalihfungsi tanah aset 
milik Pemerintah Kota Malang menjadi ruang terbuka hijau. Lalu 
juga membeli lahan warga untuk dijadikan ruang terbuka hijau sesuai 
dengan anggaran Pemerintah Kota Malang dan mendorong 
pengembang perumahan untuk segera menyerahkan PSU.  
3.1.3. Kekecewaan Terhadap Bantuan Dana Corporate Social 
Responsibilities (CSR) yang Terkesan Meminta Kompensasi Atas 
Revitalisasi Hutan Malabar 
Kesenjangan yang mengakibatkan munculnya gerakan       
Aliansi Masyarakat Peduli Hutan Kota Malabar berkaitan dengan 
bantuan dana Corporate Social Responsibilities (CSR) yang terkesan 
meminta kompensasi atas revitalisasi hutan Malabar bermula dari 
harapan anggota Aliansi Masyarakat Peduli Hutan Kota Malabar 
bahwa program-program pembangunan ruang terbuka hijau di     
Kota Malang sebaiknya tidak semua menggunakan dana CSR. 
Aliansi menganggap bahwa revitalisasi ruang terbuka hijau    
termasuk revitalisasi hutan Malabar merupakan amanah dari 
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030 sehingga harus ada pos 
anggaran di APBD untuk program revitalisasi tersebut. Mereka 
mempertanyakan apakah apabila tidak ada bantuan dana CSR 
Pemerintah Kota Malang tidak melakukan program revitalisasi. Hal 
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tersebut disampaikan oleh anggota aliansi yang merupakan 
perwakilan dari Walhi, Purnawan dalam wawancara : 
“Kalau menurut saya, kita nggak berharap semua ini dibangun 
lewat CSR, bahkan masyarakat itu berani urunan dengan 
mengumpulkan koin, itu kan bukan kemauan masyarakat kalau 
CSR, kalau tidak ada dana CSR apakah pemerintah kota    
tidak akan melakukan revitalisasi, salah besar, kan itu 
kewajiban pemerintah kota melakukan revitalisasi ruang-ruang 
terbuka hijau, itu amanat perda, berarti harus ada pos    
anggaran di APBD yang diperuntukkan untuk itu.” 
Berkaitan dengan penggunaan dana CSR dalam program-
program pembangunan ruang terbuka hijau di Kota Malang selama 
beberapa tahun terakhir, aliansi mencatat hutan kota maupun taman 
kota yang direvitalisasi, perusahaan yang memberikan CSR, dan 
jumlah CSR sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah. 
Tabel III.4 CSR Revitalisasi Taman dan Hutan Kota di Kota Malang 
Taman CSR Perusahaan Nilai CSR 
Taman Slamet PT. Bentoel 
Prima Tbk 
1 Miliar 
Hutan Kota Malabar PT. Amerta 
Indah Otsuka 
2,4 Miliar 
Taman Merbabu PT. Beiersdorf 
Indonesia 
0,6 Miliar 
Taman Trunojoyo PT. Bentoel 
Prima Tbk 
2,8 Miliar 
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Taman CSR Perusahaan Nilai CSR 
Alun-Alun Merdeka Bank Rakyat 
Indonesia 
5,9 Miliar 
Taman Bugar Merjosari PT. Nikko Steel 1 Miliar 
Total 15,7 Miliar 
Sumber: Revitalisasi Hutan Kota Malabar Sebagai Kompensasi 
Terhadap Kuasa Modal, 2016, Romis, Robbani Amal, Artikel Aliansi.  
Kemudian berhubungan dengan dasar hukum pemberian 
bantuan dana CSR, istilah CSR yang dalam bahasa hukum disebut 
sebagai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), terdapat 
pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas. Di dalamnya disebutkan bahwa perseroan yang 
menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan 
sumber daya alam wajib melaksanakan TJSL. TJSL yang dimaksud 
adalah kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan 
sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan 
memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Ketentuan lebih lanjut 
mengenai TJSL ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 
2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan 
Terbatas. Di dalamnya disebutkan bahwa setiap perseroan         
selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan 
lingkungan. Selanjutnya berhubungan dengan penggunaan dana CSR 
dalam dalam program-program pembangunan ruang terbuka hijau di 
Kota Malang selama beberapa tahun terakhir, Kepala Bidang 
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Pertamanan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Malang, 
Slamet, dalam wawancara tertulisnya menyatakan bahwa: 
a) Sesuai Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 pasal 
2 bahwa setiap perseroan selaku subjek hukum 
mempunyai tanggungjawab sosial dan lingkungan. 
b) Dana CSR langsung dikelola oleh pemberi CSR,               
mulai dari perencanaan hingga pemborong yang  
melaksanakan pembangunan. 
c) Dana CSR tidak masuk Pemerintah Kota Malang atau     
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. 
d) Sedangkan pembangunan RTH Publik, mengacu pada 
ketentuan penyelenggaraan pemerintah, sebagai salah   
satu contoh pengadaan dan proses lelang pekerjaan   
secara umum bisa diikuti masyarakat secara luas       
sesuai kualifikasi yang dibutuhkan. 
Di sisi lain, menanggapi pernyataan poin d) bahwa 
pembangunan RTH publik mengacu pada ketentuan penyelenggaraan 
pemerintah yang salah satu contohnya pengadaan proses lelang 
pekerjaan secara umum, aliansi mencoba melacak pengadaan     
proses lelang pekerjaan dalam revitalisasi hutan Malabar.         
sampai saat penelitian ini dilakukan, aliansi belum mendapatkan 
dokumen perjanjian kerjasama pemerintah Kota Malang dengan    
PT. Amerta Indah Otsuka (PT. AIO). Menurut hasil analisa aliansi, 
pemberian dana TJSL dalam revitalisasi hutan Malabar merupakan 
bentuk kerjasama Public-Privat Partnership (PPP) dengan                      
a  
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menggunakan skema Build Transfer Operate (BTO). Artinya swasta 
membangun fasilitas sesuai dengan perjanjian tertentu dengan 
pemerintah, mengoperasikan selama periode tertentu berdasarkan 
kontrak, dan kemudian mengembalikan fasilitas tersebut kepada 
pemerintah setelah proyek pembangunan selesai.58 
Dalam kasus revitalisasi hutan Malabar berntuk kerjasama  
PPP dengan skema BTO ini digunakan dalam rentetan teknis berikut:       
pihak Pemerintah Kota Malang menyerahkan hutan Malabar     
kepada PT. AIO untuk mendesain dan membangun hingga proyek 
selesai (Build). Lalu diserahkan kembali melalui acara peresmian 
kepada Pemerintah Kota Malang (Transfer). Selanjutnya untuk 
pengoperasian menggunakan skema pembiayaan bersama (Operate). 
Dari pengoperasian menggunakan skema pembiayaan bersama          
tersebut PT. AIO mendapatkan kompensasi menyematkan iklan di 
hutan Malabar dengan biaya dibawah standar iklan yang berlaku. 
Berdasarkan keterangan yang telah diperoleh aliansi dari          
Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, Ade Herawan      
pada tanggal 15 April 2016, bahwa penerimaan pajak dari            
iklan PT. AIO sebesar 1,6 juta/tahun. Angka ini dinilai kecil sekali, 
mengingat logo PT. AIO terdapat di seluruh penjuru hutan Malabar.      
a 
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Robbani Amal, Artikel Aliansi, hlm. 10. 
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Hal yang sama juga terjadi di Alun-Alun Merdeka yang 
menggunakan dana CSR BRI Peduli dan Taman Merbabu yang 





Gambar III.1 Mekanisme BOT dalam Revitalisasi Hutan Malabar 
Sumber: Analisa Aliansi Masyarakat Peduli Hutan Kota Malabar 
Lebih lanjut lagi aliansi menganggap bahwa dalam mekanisme 
BTO berselubung TJSL ini, pihak PT. AIO bukanlah perusahaan 
yang dengan ikhlas berderma untuk masyarakat, melainkan 
bertendensi untuk meminta beberapa kompensasi: Pertama, PT. AIO 
mendapatkan keringanan pajak dari pemerintah. Belakangan di 
ketahui bahwa pada bulan April 2016, PT. AIO akan membuka 
parbriknya di Kota Malang. Bukan tidak mungkin pembukaan pabrik 
tersebut tidak disertai dengan previlese-previlese tertentu,      
termasuk keringanan pajak oleh Pemerintah Kota Malang.        
Kedua, PT. AIO mendapatkan social benefit yang diperoleh dari citra 
perusahaan ramah lingkungan hidup di mata masyarakat                     
a 
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 Revitalisasi Hutan Kota Malabar Sebagai Kompensasi Terhadap Kuasa Modal, 2016, Romis,      
Robbani Amal, Artikel Aliansi, hlm. 10. 
Build Transfer Operate 
TJSL PT. AIO Kontrak Baru Iklan Murah 
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Kota Malang. Ketiga, PT. AIO mendapatkan keringanan pajak iklan 
di Hutan Kota Malabar. Keempat, PT. AIO tidak lagi memiliki 
kewajiban untuk menyalurkan dana TJSL kepada masyarakat.60 
Indikasi pemberian bantuan dana CSR yang terkesan meminta 
kompensasi atas revitalisasi hutan Malabar tersebut diamati oleh 
anggota aliansi mulai dari publikasi desain awal revitalisasi hingga 
berjalannya proses pembangunan dan peresmiannya. Aliansi melihat 
bahwa pada desain awal revitalisasi hutan Malabar yang terlampir, 
terdapat tugu kaleng Pocari Sweat. Lalu setelah proyek revitalisasi 
diresmikan, terdapat logo-logo PT. AIO di hutan Malabar.             
Hal tersebut membuat aliansi menilai bahwa CSR tersebut          
bukan lagi tanggung jawab perusahaan pada masyarakat tetapi     
pihak pemberi CSR tersebut meminta kompensasi, baik  
mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam perizinan, maupun 
memasang logo. Menurut aliansi, CSR sebaiknya tidak meminta 
imbalan karena itu adalah kewajiban, sebagaimana dinyatakan      
oleh Juru Bicara Aliansi, Robbani, dalam wawancara : 
“Di desain yang lama itu ada tugu pocari sweat, kaleng pocari 
sweat besar begitu di depannya, nah ini kan akhirnya csr ini 
kan akhirnya bukan lagi ini ya pemberian hibah kepada 
masyarakat, bukan tanggung jawab perusahaan pada 
masyarakat tapi pemberi CSR ini meminta kompensasi, dan 
sebaiknya CSR itu tidak meminta kompensasi katakanlah dia 
akhirnya mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam 
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perizinan, karena CSR itu wajib, wajib disalurkan, dia nggak 
berhak untuk minta imbalan, katakanlah masang logo” 
Sehingga berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan                 
bahwa gerakan Aliansi Masyarakat Peduli Hutan Kota Malabar 
muncul salah satunya disebabkan karena adanya kesenjangan    
antara harapan anggota aliansi terhadap peran bantuan dana         
yang berasal dari CSR dalam program-program pembangunan     
ruang terbuka hijau di Kota Malang, termasuk juga dalam   
revitalisasi hutan Malabar. Aliansi memandang bahwa pemberian 
bantuan dana CSR sebaiknya tidak meminta kompensasi baik 
privilese-privilese tertentu seperti pemasangan  logo, keringanan 
pajak, dan juga kemudahan perizinan-perizinan selainnya.   
Sedangkan Pemerintah Kota Malang dalam bekerjasama dengan 
pihak swasta untuk membangun ruang terbuka hijau, termasuk 
revitalisasi  hutan Malabar menyerahkan pengelolaan dana CSR, 
mulai dari perencanaan hingga pemborong yang melaksanakan 
pembangunan kepada pihak swasta yang memberikan dana CSR. 
Dengan penyerahan wewenang pembangunan tersebut, secara tidak 
langsung Pemerintah Kota Malang menjadi sulit berperan dalam 
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan revitalisasi hutan 
Malabar termasuk dalam pembuatan desain revitalisasi hutan   
Malabar yang memasukkan unsur komersial berupa logo PT. AIO.  
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3.1.4. Kekecewaan Terhadap Program-Program Pembangunan    
Ruang Terbuka Hijau yang Kurang Melibatkan Peran Serta 
Masyarakat Kota Malang 
Kesenjangan yang mengakibatkan munculnya gerakan    
Aliansi Masyarakat Peduli Hutan Kota Malabar berkaitan dengan 
program-program pembangunan ruang terbuka hijau yang kurang 
melibatkan peran serta masyarakat Kota Malang bermula dari 
harapan anggota Aliansi Masyarakat Peduli Hutan Kota Malabar 
bahwa seharusnya Pemerintah Kota Malang dalam merumuskan 
desain pembangunan suatu ruang terbuka hijau perlu membuka ruang 
partisipasi dari masyarakat Kota Malang. Aliansi memiliki 
pandangan bahwa Pemerintah Kota Malang cenderung belum 
membuka ruang partisipasi masyarakat Kota Malang, terutama 
masyarakat yang sering menggunakan ruang terbuka hijau, dalam 
proses perumusan desain pembangunan ruang terbuka hijau terkait, 
termasuk hutan Malabar. Dikatakan bahwa komunitas seniman yang 
sering beraktivitas di hutan Malabar tidak pernah dimintai pendapat 
mengenai desain revitalisasi hutan Malabar, padahal seniman-
seniman tersebut biasanya menggunakan hutan Malabar sebagai 
ruang publik untuk mengaktualisasikan kegiatan-kegiatan      
kesenian mereka, sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh 
Juru Bicara Aliansi, Robbani dalam wawancara: 
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“Termasuk juga warga kota yang sering melakukan aktivitas 
disitu tidak pernah dimintai pendapat terlebih dahulu,    
terhadap bagaimana sebetulnya desainnya, tidak ada  
partisipasi disana, ya mungkin pemerintah kota bingung ya 
bagaimana partisipasi tingkat kota, tapi nanti sebaiknya itu 
juga difikirkan gitu, temen-temen seniman pada waktu itu kan 
juga sering beraktivitas ya di hutan kota malabar entah dia 
nyari chord, entah dia membaca puisi disana, nah akhirnya 
memori-memori tentang hutan kota malabar yang lama itu 
menjadi dasar, tidak ingin hilang gitu lo” 
Lebih lanjut lagi, berkaitan dengan keterlibatan masyarakat 
dalam program-program pembangunan ruang terbuka hijau, 
dijelaskan bahwa selama ini masyarakat hanya bisa mengajukan 
keberatan dan saran, kemudian keberatan dan saran tersebut tidak 
sampai menjadi hal yang dipertimbangkan dalam proses pembuatan 
keputusan program-program pembangunan ruang terbuka hijau. 
Disebutkan juga bahwa yang dimaksud dengan keterlibatan 
masyarakat tersebut tidak hanya sekedar partisipasi namun peran 
serta masyarakat. Pemerintah Kota Malang dipandang memiliki 
pemaknaan terhadap peran serta menurut penafsirannya sendiri dan 
berbeda dengan masyarakat Kota Malang yang memberikan 
pemaknaan atas peran serta dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat, 
salah satunya melalui musyawarah. Perbedaan pemaknaan terhadap        
peran serta tersebut menurut aliansi disebabkan oleh tidak        
adanya kerangka hukum yang jelas mengacu pada Undang-Undang  
Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagaimana 
dijelaskan oleh anggota aliansi yang merupakan perwakilan           
dari Walhi, Purnawan dalam wawancara: 
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“Tidak hanya desain tetapi juga bagaimana pemerintah kota itu 
untuk mengalih fungsi ruang publik itu tidak sekedar seperti 
yang menjadi keinginannya sendiri dan mengabaikan peran 
serta, kalau anda buka undang-undang tata ruang 26 2007 itu 
hanya peran begitu, peran itu bukan partisipasi, disitu hanya 
ditulis, peran serta akan diatur lebih lanjut dengan peraturan 
perundang undangan, yang terjadi masyarakat hanya bisa 
ngajukan keberatan, masyarakat dimintai saran,  keberatan dan 
saran itu terserah sama yang diberi saran, mau dipake oke, 
tidak dipake oke, tidak ada kerangka hukum yang jelas disitu 
sehingga yang terjadi ya menurut selera dari pengambil 
kebijakan, di sisi lain masyarakat juga punya makna peran 
serta menurut, tidak menurut seleranya, tapi menurut nilai-nilai 
yang hidup, peran serta itu diantaranya adalah musyawarah.” 
 
Berkaitan dengan peran masyarakat yang tercantum dalam 
Undang-Undang  Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
yang lebih spesifiknya pada pasal 65, disebutkan bahwa : 
Pasal 65 
1. Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh 
pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat. 
2. Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana 
dimaksud pada ayat 1 dilakukan, antara lain, melalui: 
a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang; 
b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan 
c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang. 
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk 
peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana 
dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. 
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Pertamanan, Dinas 
Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Malang, Slamet, dalam 
wawancara tertulisnya menyatakan bahwa kegiatan pembangunan/ 
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revitalisasi ruang terbuka hijau selalu melibatkan masyarakat, 
diantara upaya pelibatan masyarakat tersebut yaitu: 
a) Focus Group Discussion (FGD) dengan mengundang 
unsur akademisi Perguruan Tinggi Negeri/Swasta 
(PTN/PTS); masyarakat Rukun Tetangga (RT), Rukun 
Warga (RW), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 
Kelurahan (LPMK), takmir masjid dan tokoh agama; 
wakil masyarakat (DPRD) Badan Lingkungan Hidup 
(BLH) dan SKPD terkait (Kelurahan, Kecamatan, dll.). 
b) Peran serta masyarakat juga tercantum dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor. 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota,     
lebih spesifiknya pada Bab IV. 
Berkaitan dengan peran serta masyarakat yang tercantum 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan 
Kota yang lebih spesfiknya pada Bab IV, disebutkan bahwa: 
BAB IV 
Peran Serta Masyarakat 
Pasal 33 
1. Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah 
Kabupaten/ Kota mendorong peran serta masyarakat 
dalam penyelenggaraan hutan kota. 
2. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) dilakukan sejak penunjukan, pembangunan, penetapan, 
pengelolaan, pembinaan dan pengawasan. 
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3. Ketentuan tentang tata cara peran serta masyarakat diatur 
lebih lanjut dengan Peraturan Daerah. 
Pasal 34 
1. Peningkatan peran serta masyarakat dilakukan melalui : 
a. pendidikan dan pelatihan; 
b. penyuluhan; 
c. bantuan teknis dan insentif. 
2. Ketentuan lebih lanjut tentang pengaturan pemberian 
bantuan teknis dan insentif sebagaimana dimaksud dalam 
ayat 1 huruf c diatur dengan Peraturan Daerah. 
Pasal 35 
1. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan hutan kota 
dapat berbentuk: 
a. penyediaan lahan untuk penyelenggaraan hutan kota; 
b. penyandang dana dalam penyelenggaraan hutan kota; 
c. pemberian masukan penentuan lokasi hutan kota; 
d. pemberian bantuan dalam mengidentifikasi berbagai 
potensi dalam masalah penyelenggaraan hutan kota; 
e. kerjasama dalam penelitian dan pengembangan; 
f. pemberian informasi, saran, pertimbangan atau 
pendapat dalam penyelenggaraan hutan kota; 
g. pemanfaatan hutan kota berdasarkan peraturan 
perundang- undangan yang berlaku; 
h. bantuan pelaksanaan pembangunan; 
i. bantuan keahlian dalam penyelenggaraan hutan kota; 
j. bantuan dalam perumusan rencana                      
pembangunan dan pengelolaan; 
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k. menjaga, memelihara dan meningkatkan                             
fungsi hutan kota. 
2. Tata cara peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan 
hutan kota diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah. 
Sehingga berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan                 
bahwa gerakan Aliansi Masyarakat Peduli Hutan Kota Malabar 
muncul salah satunya disebabkan karena adanya kesenjangan antara 
harapan anggota aliansi tentang keterlibatan masyarakat Kota Malang 
dalam program-program pembangunan ruang terbuka hijau.     
Aliansi melihat bahwa Pemerintah Kota Malang cenderung        
masih belum mengajak masyarakat yang sering menggunakan ruang 
terbuka hijau dalam proses perumusan desain pembangunan ruang 
terbuka hijau terkait. Sedangkan Pemerintah Kota Malang berupaya 
melibatkan masyarakat dalam program-program pembangunan ruang 
terbuka hijau melalui FGD dengan mengundang unsur akademisi 
PTN/PTS; masyarakat (RT, RW, LPMK, takmir masjid dan tokoh 
agama); wakil masyarakat (DPRD) dan SKPD terkait (BLH, 
Kelurahan, Kecamatan, dll.). Selain itu terdapat perbedaan 
pemaknaan atas peran serta disebabkan oleh perbedaan acuan dasar 
hukum mengenai peran serta. Aliansi menggunakan dasar         
hukum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang. Di sisi lain Pemerintah Kota Malang menggunakan dasar 
hukum Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan 
Kota. Antara keduanya sebetulnya saling berkaitan dan memang 
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belum ada Peraturan Daerah yang membahas lebih detail tentang 
peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan hutan kota. 
3.2. Tahapan Gerakan Aliansi Masyarakat Peduli Hutan Kota Malabar 
Tahapan-tahapan gerakan sosial mengacu pada penjelasan Balridge    
bahwa gerakan sosial pada umumnya terjadi dan berkembang melewati 
serangkaian tahap-tahap; (1) premovement stage (tahap pra-gerakan),                 
(2) awakening stage (tahap membangun kesadaran), (3) movement building stage 
(tahap membangun gerakan),  (4) influence stage (tahap mempengaruhi kelompok 
sasaran), (5) outcome stage (tahap pencapaian hasil) dimana efek gerakan telah 
terlihat pada kebijakan.61 Dalam konteks kasus gerakan Aliansi Masyarakat Peduli 
Hutan Kota Malabar ini akan dideskripsikan tahapan-tahapan gerakan sosial mulai 
dari tahap premovement stage yaitu awal kali munculnya gerakan sosial meliputi 
peristiwa-peristiwa yang melatarbelakangi adanya perpaduan antara tekanan yang 
diterima oleh para anggota aliansi dan harapan yang sebenarnya diinginkan.    
Lalu tahap awakening stage yaitu upaya-upaya resosialisasi dari pemimpin 
gerakan sosial untuk menyebarluaskan fakta dan opini dalam gerakan sosial serta 
ranah kongkrit gerakan sosial. Lalu tahap movement building stage yaitu langkah-
langkah pengorganisasian dalam gerakan sosial meliputi pembagian tugas, 
peningkatan soliditas dan penggerakan. Lalu tahap influence stage yaitu aksi-aksi 
yang dilakukan gerakan sosial untuk mempengaruhi lingkungan sekitar dalam 
rangka memperjuangkan tujuan yang ingin dicapai. Lalu tahap outcome stage  
yaitu hasil yang dicapai oleh gerakan sosial baik dari aspek perubahan     
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kebijakan maupun aspek perubahan keadaan di masyarakat. Perlu dipahami     
juga bahwa pembahasan tahapan-tahapan gerakan sosial dalam penelitian           
ini hanya sampai pada terjadinya kesepakatan tentang desain revitalisasi                  
hutan Malabar melalui audiensi di DPRD Kota Malang. 
3.2.1. Tahap Premovement Stage 
Tahap premovement stage menjelaskan perpaduan antara 
tekanan yang diterima oleh para anggota gerakan dan juga      
harapan yang sebenarnya diinginkan, sehingga memunculkan 
semangat untuk melakukan gerakan, serta keinginan untuk mencapai 
hidup yang lebih baik, dalam tahap ini, ada kompromi antara 
pemegang kekuasaan serta pelaku gerakan, sebab saat gerakan 
melakukan pemberontakan dan sebagainya, maka pemegang 
kekuasaan juga akan merespon.62 Pada bagian ini akan dijelaskan 
mengenai kronologi singkat berkaitan dengan peristiwa-peristiwa 
awal terbentuknya Aliansi Masyarakat Peduli Hutan Kota Malabar. 
Penjelasan dimulai dari tekanan yang diterima anggota gerakan dan 
juga harapan yang sebenarnya diinginkan hingga terjadi pertemuan 
antara anggota aliansi dengan Pemerintah Kota Malang di Rektorat 
Universitas Brawijaya. Setelah pertemuan tersebut dibuka ruang 
dialog antara anggota aliansi dengan Pemerintah Kota Malang 
sebagai pemegang kekuasaan yang mencerminkan adanya kompromi 
antara pemegang kekuasaan dengan pelaku gerakan.  
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3.2.1.1. Posting Facebook Andi Gondronk Tanggal 14 Agustus 201563  
 
Gambar III.2 Posting Facebook Andi Gondronk 
Sumber: Surat Aliansi ke Konsulat Jenderal Jepang 
Gerakan Aliansi Masyarakat Peduli Hutan Kota Malabar  
berawal dari peristiwa pada tanggal 14 Agustus 2015 dimana      
akun facebook dengan nama Andi Gondronk mulai 
menyebarkan gambar-gambar desain Hutan Kota Malabar dan 
ditag ke beberapa akun lain di facebook lain sehingga terjadi 
dialog dengan beberapa akun lain di facebook. Pasca dialog 
yang berkembang di akun facebook Andi Gondronk diadakan 
pertemuan untuk membahas isu ini dengan beberapa orang yang 
mendapat informasi lewat akun facebook tersebut di Kedai 
Komika di Jalan Jakarta No. 34 Malang. Pertemuan ini 
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kemudian merumuskan sebuah keputusan untuk membentuk 
aliansi dengan fokus aksi diantaranya menolak desain 
revitalisasi Hutan Kota Malabar yang sudah ada sebelumnya     
karena dianggap dapat merubah fungsi ekologis hutan kota, 
membuat agenda kampanye terkait isu ini, serta merencanakan 
pertemuan dengan DPRD Kota Malang. Aliansi ini kemudian 
dinamakan Aliansi Masyarakat Peduli Hutan Kota Malabar       
dengan koordinator Aji Prasetyo. 
3.2.1.2. Aksi Solidaritas Seniman Tanggal 23 Agustus 201564 
 
Gambar III.3 Aksi Solidaritas Komunitas Seniman 
Sumber: Surat Aliansi Ke Konsulat Jenderal Jepang 
Komunitas seniman yang di prakarsai oleh Komunitas       
Muni Sore menggelar aksi solidaritas untuk hutan Malabar pada 
tanggal 23 Agustus 2015. Aksi ini merupakan salah satu agenda 
kampanye yang dirumuskan sesuai dengan keputusan pada 
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pertemuan rapat tanggal 16 agustus 2015 di Kedai Komika       
di Jalan Jakarta No. 34 Malang. Para peserta aksi yang        
terdiri dari seniman dan aktivis peduli lingkungan menggelar 
aksi baca puisi, main musik, bernyanyi, dan menari di lokasi. 
Mereka mengajak masyarakat untuk menolak revitalisasi    
Hutan Kota Malabar yang dilakukan Pemerintah Kota Malang. 
Aksi tersebut dimulai dari Taman Merbabu. Mereka membaca 
puisi dengan diiringi musik jimbe dan gitar lalu para           
peserta aksi juga meminta masyarakat untuk menuliskan 
harapan terhadap nasib hutan kota di selembar kertas.           
Dari Taman Merbabu, para peserta aksi berjalan keliling di 
Hutan Kota Malabar yang sudah ditutup seng. Para peserta aksi 
mencoba masuk ke dalam areal Hutan Kota Malabar. Mereka 
ingin bermain musik, menyanyi, dan membaca puisi di areal 
Hutan Kota Malabar. Tetapi, penjaga yang ada di dalam     
Hutan Kota Malabar mengusir para peserta aksi. 
3.2.1.3. Hearing DPRD, Inspeksi Lapangan, Aksi Demonstrasi,                   
dan Diskusi Publik Tanggal 26 Agustus 201565 
Salah satu agenda dari hasil rapat yang berlangsung pada 
tanggal 16 Agustus 2015 adalah Aliansi Masyarakat Peduli       
Hutan Kota Malabar menyepakati untuk melakukan beberapa 
aksi terpisah pada tanggal 26 Agustus 2015, yaitu hearing 
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dengan DPRD dilanjutkan dengan sidak di dampingi oleh DKP 
Kota Malang beserta tim dari PT. Otsuka selaku penyandang 
dana, aksi demonstrasi bersama pemuda Oro-oro Dowo di 
Hutan Kota Malabar, kemudian dilanjutkan dengan diskusi 
publik yang mempertemukan para aktivis dan akademisi dengan 
DPRD Kota Malang, DKP Kota Malang, dan tim perencana  
PT. Otsuka di Cafe Pustaka Universitas Negeri Malang (UM). 
Untuk aksi direncanakan untuk dimulai di dua tempat, yaitu 
balaikota Malang dengan menyerahkan legal opinion serta 
meyakinkan DPRD Kota Malang untuk mendukung petisi 
selamatkan Hutan Kota Malabar milik Aliansi Masyarakat 
Peduli Hutan Malabar. Pada pukul 09.00 sesuai dengan jadwal 
yang telah direncanakan, massa dari karangtaruna Oro-oro 
Dowo dan anggota Aliansi Masyarakat Peduli Hutan Malabar 
sudah berada di Hutan Kota Malabar dan Balai Kota Malang. 
Kronologi dipecah menjadi tiga, yaitu kronologi di Balai Kota, 
kronologi Diskusi Publik, dan kronologi di Hutan Kota Malabar 
sebagaimana akan dijelaskan berikutnya. 
3.2.1.3.1.  Kronologi di Balai Kota66 
 Beberapa anggota Aliansi Masyarakat Peduli Hutan Kota 
Malabar sudah berkumpul di Balai Kota pada jam 09.00       
pagi dan berusaha untuk menemui Ketua DPRD                              
                                                             
66
 Surat Aliansi Masyarakat Peduli Hutan Kota Malabar Ke Konsulat Jenderal Jepang. 2015. hlm. 7. 
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA




Kota Malang Arif Wicaksono dan Ketua Komisi C DPRD    
Kota Malang Bambang Sumarto. 
 Pada waktu itu resepsionis DPRD Kota Malang 
menyatakan bahwa Ketua DPRD Kota Malang              
Arif Wicaksono sedang berada di Bali dan Ketua        
Komisi  C DPRD Kota Malang Bambang Sumarto sedang 
di Kota Batu untuk rapat kerja. 
 Anggota Aliansi Masyarakat Peduli Hutan Malabar 
bersamadengan beberapa anggota Karang Taruna Oro-oro 
Dowo menunggu sampaipukul 12.00 dan akhirnya 
menemui Komisi C DPRD Kota Malang dan menyerahkan 
legal opinion sebanyak 2 (dua) buah kepada anggota 
Komisi C DPRD Kota Malang. 
 Komisi C DPRD Kota Malang menyatakan akan             
mempelajari legal opinion itu dan mempertimbangkannya 
dalam negosiasi dengan Pemerintah Kota Malang maupun 
dengan PT Otsuka Indonesia sebagai pelaksana    
Corporate Social Responsibility. 
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3.2.1.3.2. Kronologi Diskusi Publik67 
 
Gambar III.4 Diskusi Publik di Cafe Pustaka UM 
Sumber: Surat Aliansi Ke Konsulat Jenderal Jepang 
Diskusi publik di Cafe Pustaka UM ini dipantik oleh 
beberapa pemateri, antara lain; Rosek Nursahid 
(Profrauna), Djoko Saryono (Akademisi), Hayyik Ali 
Muntoha (Malang Corruption Watch), Slamet (Dinas 
Kebersihan dan Pertamanan), Bambang Sumarto (Ketua 
Komisi C DPRD Kota Malang), Glenn Noya (PT. Otsuka 
Indonesia), pihak perencana (Forum Anggota Muda 
Persatuan Insyinur Indonesia) dan di moderasi oleh 
Kristanto Budiprabowo (Gusdurian Kota Malang).      
Pada diskusi publik ini, beberapa pertayaan terkait     
dengan fungsi ekologis pada perencanaan revitalisasi 
Hutan Kota Malabar tidak dapat dijawab secara sempurna, 
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baik oleh DKP Kota Malang maupun tim perencana dari 
PT. Otsuka. Perlu menjadi catatan bahwa DPRD Kota 
Malang yang diwakili oleh ketua Komisi C juga menolak 
rencana revitalisasi ini dan berkomitmen untuk 
mempertemukan para aktivis dan akademisi pada forum 
pertemuan formal dengan walikota. 
3.2.1.3.3. Kronologi di Hutan Kota Malabar68 
 
Gambar III.5 Aksi Demonstrasi di Hutan Kota Malabar 
Sumber: Surat Aliansi Ke Konsulat Jenderal Jepang 
 Massa aksi pada pukul 10.30 yang berjumlah 40 orang 
berkumpul di Taman Merbabu dan melakukan briefing 
aksi. Selain itu beberapa massa aksi yang lain 
mempersiapkan atribut dan perlengkapan aksi. 
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 Massa aksi pada pukul 11.00 melakukan long march  dari 
Taman Merbabu ke Hutan Kota Malabar sembari 
meneriakkan yel-yel dan membentangkan spanduk yang 
berisi kata-kata penolakan. 
 Di depan seng proyek Hutan Kota Malabar massa         
aksi berorasi dan meminta dukungan dari masyakarat     
dan meneriakkan beberapa tuntutan terkait dengan           
revitalisasi Hutan Kota Malabar. 
 Setelah berjalan kurang lebih 2 jam, massa aksi kemudian 
melakukan long march memutari Taman Merbabu selama 
kurang lebih setengah jam. 
 Aksi berakhir pada jam 13.00. Pada akhir aksi, massa aksi 
yang sedang melakukan evaluasi di Taman Merbabu di 
intimidasi oleh preman proyek. 
 Pada pukul 14.00 beberapa massa aksi yang berasal dari 
Karang Taruna Oro-oro Dowo mengetahui rencana 
beberapa preman yang akan melakukan tindak kekerasan 
terhadap koordinator lapangan aksi. Tetapi koordinator 
lapangan lolos dari rencana tersebut.  
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3.2.1.4. Penghentian Dana CSR PT. AIO Tanggal 9 September 201569 
 
Gambar III.6 Surat Penghentian Dana CSR PT. AIO 
Sumber: Arsip Dokumen Aliansi 
Untuk menghindari konflik berkepanjangan, pada tanggal        
9 September 2015 PT. Amerta Indah Otsuka akhirnya mencabut 
dana CSR untuk proses revitalisasi Hutan Kota Malabar,      
Kota Malang. "Atas keputusan manajemen pusat, kami 
menghentikan pelaksanaan revitalisasi Hutan Kota Malabar. 
Sebenarnya kami juga berat mengambil keputusan ini, tetapi 
kami tidak mau ada konflik berkepanjangan dalam pelaksanaan 
revitalisasi hutan kota itu," kata Glenn Noya, Corporate 
Communication PT Amerta Indah Otsuka, Kamis (10/09/2015) 
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malam seperti di rilis suryamalang. Saat itu manajemen pusat 
PT. Amerta Indah Otsuka memutuskan untuk menghentikan 
revitalisasi Hutan Kota Malabar namun Glenn belum tahu 
bagaimana kelanjutan nasib revitalisasi hutan kota yang   
terletak di kawasan Oro-oro Dowo tersebut. 
3.2.1.5. Pertemuan di Rektorat UB Tanggal 3 Oktober 201570 
 
Gambar III.7 FGD di Rektorat UB 
Sumber: Arsip Dokumen Aliansi 
Kemudian, pada tanggal 3 Oktober 2015 diadakan 
pertemuan yang berbentuk Focus Group Discussion (FGD) 
antara Aliansi Masyarakat Peduli Hutan Kota Malabar, 
Musyawarah Pimpinan Derah yang terdiri dari seluruh elemen 
kepemimpinan di Kota Malang, baik seluruh Kepala SKPD, 
Komandan Distrik Militer, Kapolres, seluruh jajaran DPRD 
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Kota Malang, akademisi dan elemen masyarakat lainya di 
Lantai 6 Gedung Rektorat Universitas Brawijaya. Setiap elemen 
memaparkan analisisinya mengenai Hutan Kota Malabar,     
baik dari perspektif saintifik (diwakili oleh para akademisi 
Fakultas MIPA Brawijaya), dan para insinyur melalui perspektif 
rekayasa lingkungan binaan (diwakili oleh para akademisi 
Fakultas Teknik Brawijaya) dan perspektif kriminologi       
(yang diwakili oleh Kapolres Kota Malang).  
3.2.2. Tahap Awakening Stage 
Tahap awakening stage menjelaskan keterlibatan pemimpin 
yang kharismatik dalam melakukan sebuah gerakan, sebab pemimpin 
ialah bagian dari usaha mengubah individu agar mau berubah lebih 
baik lagi. Resosialisasi dari pemimpin juga sangat berpengaruh dalam 
hal ini.71 Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai proses 
bergabungnya komunitas-komunitas di Kota Malang ke dalam 
aliansi, upaya-upaya sosialisasi mengenai fakta dan opini dalam 
gerakan aliansi serta penyatuan pandangan mengenai ranah kongkrit 
berupa aksi-aksi yang akan dilakukan dalam gerakan aliansi. Terkait 
proses bergabungnya komunitas-komunitas di Kota Malang ke dalam 
aliansi akan dibahas lebih lanjut mengenai anggota-anggota yang 
awal kali menginisiasi terbentuknya Aliansi Masyarakat Peduli  
Hutan Kota Malabar dan cara komunitas-komunitas lain dalam 
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mendapatkan informasi tentang adanya aliansi sehingga       
kemudian ikut bergabung ke dalam aliansi. Selanjutnya berhubungan 
dengan sosialisasi fakta dan opini serta penyatuan pandangan 
mengenai ranah kongkrit berupa aksi-aksi akan dibahas lebih     
lanjut mengenai diskusi publik dan rapat aliansi. 
3.2.2.1. Proses Bergabungnya Komunitas-Komunitas di Kota Malang 
Sebagaimana penjelasan sekilas pada bagian tahap awal 
mula munculnya gerakan sosial, Aliansi Masyarakat Peduli 
Hutan Kota Malabar muncul bermula dari respon atas sebuah 
status akun facebook Andi Gondronk. Kemudian diketahui 
bahwa hutan Malabar ini adalah hutan kota yang sebelumnya 
merupakan taman yang bernama Bon Rojo dan atas inisiatif dari 
Profesor Radiastuti dengan mengajak beberapa orang pada 
tahun 1997 mereka menanam pohon dan merawat taman 
tersebut. Berhubungan dengan gerakan sosial ini, beberapa 
orang yang memiliki ikatan emosional, ikut menanam dan 
merawat taman tersebutlah yang menggagas dibentuknya aliansi 
ini dan selanjutnya menginformasikan kepada teman-teman 
yang selainnya untuk mengkoreksi rencana revitalisasi        
hutan Malabar oleh Pemerintah Kota Malang. Hal tersebut 
sesuai dengan pernyataan dari anggota aliansi yang merupakan 
perwakilan dari Walhi, Purnawan dalam wawancara :  
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“Malabar ini hutan kota yang sebelumnya penyebutannya 
adalah taman, bon rojo kalau orang-orang malang     
bilang, kebon rojo, itu kemudian atas inisiatif profesor 
radiastuti, dia tanami kemudian mengajak beberapa orang, 
termasuk saya, itu sekitar tahun 95/97, Jadi gerakan 
lingkungan di malang ini satu teman menginformasi        
ke teman yang lain, dikumpulkanlah semua teman-    
teman ini, apalagi yang merespon itu adalah orang       
yang memiliki ikatan secara emosional dengan kawasan 
itu, ikut menanam pada tahun 97, ikut merawat, nah itu 
yang kemudian mengajak kawan-kawannya untuk 
dikumpulkan kawan-kawannya untuk mengkoreksi.” 
Setelah orang-orang yang ikut menanam dan merawat       
hutan Malabar pada tahun 1997 tersebut membentuk aliansi dan 
menginformasikan kepada teman-teman yang selainnya, 
termasuk beberapa komunitas lain seperti Pelangi Sastra dan 
Muni Sore yang juga merasa ikut memiliki hutan Malabar.    
Pada waktu sebelumnya komunitas Pelangi Sastra dan        
Muni Sore sering menggunakan hutan Malabar maupun ruang 
terbuka publik lain seperti alun-alun kota sebagai tempat 
mengaktualisasikan kegiatan kesenian disana. Mereka melihat 
papan desain revitalisasi hutan Malabar yang dipasang di bagian 
depan pintu masuk hutan Malabar. Mereka kemudian berpikir 
tentang perubahan pada hutan Malabar. Komunitas-komunitas 
seniman tersebut sudah mengenal orang-orang penggagas 
dibentuknya aliansi serta semenjak awal juga merasa memiliki 
dan berkesadaran untuk menjaga hutan Malabar. Akhirnya 
komunitas-komunitas tersebut ikut menggabungkan diri     
dalam diskusi-diskusi yang diadakan oleh aliansi, sebagaimana 
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disebutkan oleh perwakilan dari Pelangi Sastra yang   
bergabung dengan aliansi, Denny, dalam wawancara: 
“Saya sih melihat sendiri sebetulnya, melihat sendiri 
cuman waktu itu belum mau diapakan, setelah itu teman-
teman mengerucut menjadi sebuah diskusi, lalu menjadi 
sebuah gerakan, karena salah satunya tempat ruang kami 
bertemu itu adalah malabar juga pada waktu itu, nah kita 
berpikir mau diapakan itu, kita sering dulu dengan 
namanya muni sore, muni sore itu sering membuat acara 
termasuk ada mas fery juga, di malabar, awal-awal dulu di 
malabar, di alun-alun kota, di ruang-ruang terbuka.” 
Selain komunitas-komunitas seniman seperti komunitas 
Pelangi Sastra dan komunitas Muni Sore, di tempat lain juga   
terdapat komunitas Karang Taruna Oro-oro Dowo yang juga    
merasa ikut memiliki hutan Malabar dan mengetahui hutan 
Malabar akan direvitalisasi ketika mereka jalan-jalan ke hutan 
Malabar. Setelah mereka berada di depan hutan Malabar dan 
melihat papan desain revitalisasi hutan Malabar seketika itu pula 
mereka merasa tidak setuju bahwa hutan Malabar akan 
direvitalisasi. Walaupun mereka merasa tidak setuju hutan 
Malabar akan direvitalisasi, mereka tidak tahu bagaimana upaya 
yang bisa dilakukan untuk menghentikan rencana revitalisasi 
tersebut. Anggota-anggota Karang Taruna Oro-oro Dowo bisa 
ikut bergabung dengan aliansi melalui salah satu saudara mereka 
yang sering berinteraksi dengan orang-orang yang menggagas 
dibentuknya aliansi. Hal tersebut disampaikan oleh      
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perwakilan Karang Taruna Oro-oro Dowo yang           
bergabung  dengan aliansi, Wira, dalam wawancara:       
“Kita tahu pertama kalau malabar bakal direvitalisasi itu 
waktu ya saya sama teman-teman jalan-jalan ke      
malabar terus lihat ada rencana pembangunan gitu lah, ya 
itu kita pertama kali udah mau, ini nggak bisa gitu,         
tapi kita masih nggak tahu cara buat  melawan terus     
saya denger dari saudara, kebetulan saudara itu kan      
juga dari pena hitam dan disitu link-link untuk ke      
aliansi juga banyak makanya saya tahu dari situ kalau    
ada aliansi itu yang juga mau mempertahankan hutan kota 
malabar jadi kita ikut gabung disana.” 
Kemudian selain komunitas-komunitas seniman seperti 
komunitas Pelangi Sastra dan komunitas Muni Sore, serta  
komunitas Karang Taruna Oro-oro Dowo, terdapat juga           
komunitas-komunitas lain yang bergabung dengan aliansi.  
Proses bergabungnya komunitas-komunitas tersebut secara 
umum tidak jauh berbeda dengan contoh-contoh yang sudah 
disebutkan bahwa komunitas-komunitas tersebut semenjak  
awal merasa memiliki hutan Malabar dan berkesadaran  
menjaga hutan Malabar. Ketika mendengar adanya aliansi    
yang hendak mengupayakan koreksi atas desain          
revitalisasi hutan Malabar, maka mereka secara otomatis       
ikut bergabung. Diantara komunitas-komunitas yang bergabung    
dan di luar yang sudah disebutkan antara lain ada Wahana 
Lingkungan Hidup (Walhi). Lalu ada seniman-seniman dari 
kedai Srawung, Malang Corruption Watch (MCW), Abah 
Slank, aktivis-aktivis lingkungan dan yang selainnya 
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sebagaimana yang disampaikan oleh anggota aliansi             
yang merupakan perwakilan dari Interdisiplinary Urban     
Policy Studies Jakfi, Novada, dalam wawancara: 
“Ada juga orang-orang walhi, ada juga orang-orang 
seniman dari kedai srawung yaitu mas ikhsan skuter      
dan juga ada juga seniman-seniman dari tempat lain 
semisal dari kafe pustaka ada mas denny mizhar terus juga 
kawan-kawan masyarakat dari karang taruna oro-oro dowo 
juga dulu pernah ikut, terus MCW, malang corruption 
watch, ada juga abah slank dan kawan-kawan, dan   
aktivis-aktivis lingkungan maupun lainnya.” 
 
3.2.2.2. Upaya Komunikasi Melalui Diskusi Publik dan Rapat Aliansi 
Dalam membangun gerakan, anggota-anggota aliansi 
melakukan komunikasi baik kepada publik maupun kepada     
sesama anggota-anggota aliansi. Untuk menginformasikan 
fakta-fakta dan opini-opini yang ditemukan oleh aliansi kepada 
publik sehingga publik memiliki kesamaan pandangan dengan 
aliansi berkaitan dengan revitalisasi hutan Malabar, aliansi 
mengadakan diskusi yang dinamakan jagongan malabar.    
Selain jagongan malabar, untuk memastikan bahwa antar 
anggota aliansi masih dalam satu pandangan berkaitan     
dengan revitalisasi hutan Malabar dan untuk menentukan 
tindakan-tindakan berikutnya dalam mencapai tujuan gerakan,            
aliansi mengadakan pertemuan yang dinamakan rapat aliansi. 
Antara diskusi jagongan malabar dan pertemuan rapat aliansi 
saling terhubung satu sama lain dalam arti publik yang setelah 
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berpartisipasi dalam jagongan malabar ingin bergabung dengan 
aliansi dan bersedia untuk ikut bergerak melakukan tindakan-
tindakan selanjutnya maka bisa hadir dalam rapat aliansi.        
Hal tersebut disampaikan oleh anggota aliansi yang    
merupakan perwakilan dari Interdisiplinary Urban Policy 
Studies Jakfi, Novada, dalam wawancara : 
“Ya kita lewat warung kopi, istilahnya kita diskusi, kita 
punya diskusi namanya jagongan malabar, sama rapat 
aliansi, jagongan malabar ini kan diskusi publik, kita 
membuka kepada publik mengenai apa saja yang kita 
temukan, dan bagaimana publik bisa ikut kita,    
sedangkan rapat aliansi ini memastikan bahwa kita satu 
frame dan kita masih bergerak, tindakan-tindakan apa 
yang harus kita lakukan, jadi nanti juga publik yang 
berpartisipasi dalam jagongan malabar ketika mereka 
merasakan ketersediaannya dalam bergabung dalam 
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3.2.2.2.1. Sosialisasi Melalui Diskusi Jagongan Malabar 
 
Gambar III.8 Kegiatan Diskusi Jagongan Malabar 
Sumber: Arsip Dokumen Aliansi 
Diskusi publik atau  jagongan malabar ini diadakan untuk 
mensosialisasikan informasi-informasi yang ditemukan aliansi 
kepada publik sehingga publik memiliki kesamaan pandangan 
dengan aliansi berkaitan dengan revitalisasi hutan Malabar. 
Biasanya diskusi diikuti oleh masyarakat umum Kota Malang, 
anggota aliansi yang cukup terlibat aktif maupun anggota aliansi 
yang sering terlibat aktif. Topik yang sering dibicarakan     
dalam diskusi antara lain berkaitan dengan kasus revitalisasi 
hutan Malabar secara rinci, fakta-fakta yang terjadi di          
hutan Malabar, dan opini-opini publik mengenai hutan Malabar. 
Lalu juga berita-berita di media massa tentang hutan Malabar, 
peraturan perundang-undangan dalam kebijakan revitalisasi 
hutan Malabar, dan riset-riset yang sudah dilakukan seputar 
hutan Malabar. Kemudian intensitas diadakannya jagongan 
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malabar ini tidak tentu, namun lebih sering rapat aliansi, 
sebagaimana yang disampaikan oleh anggota aliansi yang 
merupakan perwakilan dari Interdisiplinary Urban Policy 
Studies Jakfi, Novada, dalam wawancara : 
“Yang ikut biasanya orang-orang umum, jadi anggota 
yang fulltimer yang fulltimer ini kan pasti ikut, kalau 
orang-orang yang umum, yang nggak fulltimer itu 
kadangkala ikut, topik yang dibicarakan mengenai 
kasusnya, secara rinci, kita membahas tentang fakta-fakta 
yang terjadi di malabar termasuk opini-opini publik 
mengenai malabar itu seperti apa dan mengenai berita di 
koran dan semacamnya sama juga mungkin          
peraturan perundangannya seperti apa dan juga riset-riset 
terdahulu seperti apa, kalau intensitasnya nggak tentu,   
tapi jelas lebih sering rapat aliansi.” 
3.2.2.2.2. Penyatuan Gerak Melalui Pertemuan Rapat Aliansi 
 
Gambar III.9 Kegiatan Rapat Aliansi 
Sumber: Arsip Dokumen Aliansi 
Pertemuan rapat aliansi ini diadakan untuk memastikan 
bahwa antar anggota aliansi masih dalam satu pandangan 
berkaitan dengan revitalisasi hutan Malabar, dan untuk 
menentukan tindakan-tindakan yang akan dilakukan dalam 
ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA




mencapai tujuan gerakan. Rapat aliansi biasanya diikuti oleh 
anggota aliansi yang sering terlibat aktif. Topik yang      
biasanya dibicarakan dalam rapat aliansi antara lain berkaitan 
dengan ranah kongkrit yaitu contohnya poin-poin yang akan 
dituliskan dalam legal opinion, penentuan tujuan penyampaian 
surat, penentuan orang yang akan ditemui dalam hearing, dan  
penentuan orang yang akan diundang dalam audiensi. Lalu juga 
persiapan-persiapan acara diskusi jagongan malabar dan          
persiapan-persiapan aksi demonstrasi. Kemudian intensitas 
diadakannya rapat aliansi ini pada masa intensnya gerakan 
aliansi bisa 2-3 kali setiap minggu, tergantung adanya   
informasi terbaru tentang revitalisasi hutan Malabar. Hal itu     
disampaikan oleh anggota aliansi yang merupakan       
perwakilan dari Interdisiplinary Urban Policy Studies           
Jakfi, Novada, dalam wawancara : 
“Yang biasanya ikut ya anggota aliansi yang kebetulan 
fulltime biasanya tergantung orangnya ya, banyak anggota 
aliansi yang tidak pernah hadir tapi fulltimernya    
mungkin bisa dihitung jari ya maksimal mungkin         
pada masanya itu 20 orang ada, topik yang dibicarakan 
ranah kongkrit, misal kita bikin legal opinion itu            
kan nggak bisa kita bikin sepihak, kita mau ngapain, 
ngirim surat ke siapa, itu juga kita nggak bisa sepihak,  
kita mau ketemu siapa, hearing, kita mau ngundang siapa, 
kita mau bikin acara jagongan malabar, atau kita mau 
demo, kalau intensitasnya pada masa awal-awal dan 
pertengahan aliansi, seminggu bisa 2 kali 3 kali, setiap ada 
penemuan terbaru kita langsung berangkat.” 
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3.2.3. Tahap Movement Building Stage 
Tahap movement building stage menjelaskan upaya-upaya 
pengorganisasian gerakan dimana organisasi yang memiliki     
ideologi dan rasa kepercayaan di dalam organisasi tersebut        
sangat dibutuhkan untuk membangun sebuah gerakan.72               
Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai pembagian tugas        
dalam gerakan aliansi, meliputi deskripsi tugas-tugas apa saja      
yang dibagi, cara-cara melakukan pembagian tugas, dan      
perubahan-perubahan dalam pembagian tugas. Lalu upaya-upaya   
yang dilakukan untuk meningkatkan hubungan personal antar 
anggota-anggota aliansi meliputi saling upaya-upaya untuk 
mengenalkan anggota-anggota aliansi. Termasuk usaha saling 
mengakrabkan  anggota-anggota aliansi, membangun kepercayaan di 
antara anggota-anggota aliansi, dan membangun soliditas di       
antara anggota-anggota aliansi. Lalu langkah yang dilakukan untuk 
menggerakkan anggota-anggota aliansi, baik anggota-anggota aliansi 
yang cukup terlibat aktif dalam gerakan maupun anggota-anggota 
aliansi yang sering terlibat aktif dalam gerakan. Serta terakhir 
berkaitan dengan cara aliansi dalam memenuhi kebutuhan untuk 
mempersiapkan aksi-aksi maupun dalam melaksanakan aksi-aksi. 
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3.2.3.1. Pembagian Tugas dalam Gerakan Aliansi 
Berhubungan dengan pembagian tugas dalam gerakan 
aliansi, terdapat beberapa kelompok tugas. Diantara    
kelompok-kelompok tugas tersebut antara lain ada bagian 
advokasi yang menangani kegiatan yang berkaitan dengan 
hearing di DPRD Kota Malang. Lalu ada bagian juru bicara  
yang menangani publikasi ke media massa berkaitan dengan 
fakta-fakta dan opini-opini tentang kebijakan revitalisasi hutan 
Malabar maupun juga informasi tentang tindakan-tindakan dan 
aksi-aksi yang telah dilakukan oleh aliansi. Lalu ada bagian 
penyusunan naskah yang menangani penyusunan naskah 
akademis baik dari sudut pandang hukum, sudut pandang 
anggaran, dan juga sudut pandang lingkungan. Lalu ada bagian 
kampanye, yang menangani kampanye, termasuk kampanye di 
media sosial, mulai dari membuat alat-alat kampanye berupa 
poster, film dan sebagainya. Di sisi lain dikatakan bahwa semua 
pengelompokan tugas tersebut dilakukan atas dasar inisiatif dan 
karena sudah dilakukan secara berulang-ulang, sebagaimana 
pernyataan Juru Bicara Aliansi, Robbani dalam wawancara: 
“Iya ada bagian advokasi, kalau hearing-hearing                
itu dia ada yang berangkat, juru bicara kalau ada media 
ada apa, terus ada bagian nyusun naskah akademis, jadi 
dari perspektif hukum, perspektif anggaran, perspektif 
lingkungan itu ada sendiri, terus ada bagian kampanye, 
kampanye di media sosial, dia bikin alat-alat kampanye 
poster, film dan sebagainya itu biasanya muncul dari 
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inisiatif sih, saya bikin ini, saya bikin ini, dia lakukan 
berulang- ulang akhirnya dia jadi bagian divisi itu.” 
Kemudian, tugas-tugas yang cenderung sudah 
dikelompokkan tersebut dijalankan oleh anggota-anggota 
aliansi. Dalam  berjalannya gerakan aliansi, tugas-tugas       
yang cenderung sudah dikelompokkan tersebut kebanyakan 
dilakukan oleh anggota-anggota aliansi tidak dengan 
penunjukan. Artinya tidak ada anggota aliansi yang 
menyerahkan secara penuh tanggungjawab suatu tugas kepada 
anggota aliansi lainnya, melainkan anggota-anggota aliansi 
memilih sendiri akan membantu di kelompok tugas          
tertentu sesuai dengan minat dan kemampuan masing-     
masing. Contohnya seperti seniman-seniman yang memiliki 
minat dan kemampuan dalam membuat karya-karya seni untuk 
kampanye, mereka tidak dibebankan tugas untuk membuat 
naskah akademis, legal opinion dan semacamnya. Setiap 
anggota aliansi dibebaskan untuk berkontribusi pada kelompok-
kelompok tugas apapun, namun di sisi lain tetap masih ada 
tugas-tugas yang sifatnya administratif yang itu harus ada     
yang terus menangani. Hal tersebut disampaikan oleh anggota 
aliansi yang merupakan perwakilan dari Interdisiplinary Urban 
Policy Studies Jakfi, Novada, dalam wawancara : 
“Pembagian tugasnya sesuai dengan minat masing-  
masing ya, otomatis kan ada  orang yang berminat 
melakukan apapun, ada juga yang hanya satu minat 
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tertentu seperti para seniman, ini kan kita  nggak bisa 
paksa untuk membuat semacam legal opinion dan 
semacamnya, mereka lebih suka membuat karya-       
karya seni, ya kita bebaskan kawan-kawan ini mau 
ngapain tapi otomatis ada orang-orang yang benar-      
benar harus melakukan administratif.” 
Lebih lanjut lagi, sebetulnya pada masa awal setelah 
dibentuknya aliansi, pernah dilakukan pembagian tugas    
dengan cara penunjukan. Pernah ada anggota aliansi tertentu 
yang menyerahkan tanggungjawab secara penuh tugas tertentu 
kepada anggota aliansi lainnya. Namun setelah 3 bulan     
berjalannya aliansi, mereka menilai bahwa pembagian tugas   
dengan cara tersebut tidak berjalan dengan baik karena  
beberapa anggota aliansi yang telah diberikan tugas tertentu 
tidak bekerja secara optimal. Setelah itu aliansi        
memutuskan untuk memberikan tugas sesuai dengan    
kesediaan anggota-anggota aliansi. Bentuknya, pembagian   
tugas dilakukan secara aksidental dalam arti ketika aliansi 
hendak mengadakan suatu aksi atau kegiatan tertentu, maka 
disampaikan kepada anggota-anggota aliansi yang hadir dalam 
rapat aliansi dan bersedia untuk menjalankan tugas sesuai 
dengan minat dan kemampuannya. Dengan menggunakan      
cara pembagian tugas tersebut aliansi dapat bergerak lebih 
cepat, sebagaimana disampaikan oleh anggota aliansi yang   
juga merupakan perwakilan dari Interdisiplinary Urban Policy 
Studies Jakfi, Novada, dalam wawancara : 
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“Nggak ada divisi, ini cuma 3 bulan pertama, setelah      
itu kita nggak pakai divisi-divisian siapa yang mau 
melakukan ini lakukan, itu hanya berfungsi pada saat 
awal-awal, itu pun nggak semua  orang mau bekerja, yang 
sudah diberikan tanggungjawab, ya sekalian kita pas 
pertengahan aliansi siapa yang ada itu sekarang kita kasih 
tugas pada saat itu juga dan berangkat, aksidental, tapi 
justru saat cair itu kita bisa gerak lebih cepat.” 
 
3.2.3.2. Peningkatan Hubungan Personal Antar Anggota Aliansi 
Berhubungan dengan peningkatan hubungan personal 
antar anggota aliansi, upaya-upaya yang dilakukan baik      
untuk mengenalkan anggota-anggota aliansi, saling 
mengakrabkan anggota-anggota aliansi, membangun 
kepercayaan di antara anggota-anggota aliansi, dan membangun 
soliditas di antara anggota-anggota aliansi antara lain dengan 
diskusi-diskusi maupun interaksi-interaksi yang terjadi di 
warung kopi, serta partisipasi dalam aksi-aksi gerakan,  
termasuk kampanye. Memang di antara anggota-anggota    
aliansi tidak semua saling mengenal, tetapi beberapa   
komunitas yang sudah saling mengenal antara lain       
komunitas musisi, komunitas aktivis, komunitas sastra dan 
anggota-anggota aliansi yang berlatarbelakang akademisi, 
sedangkan untuk anggota-anggota aliansi yang berasal dari 
komunitas-komunitas yang masih muda cenderung tidak    
terlalu saling mengenal. Hal tersebut disampaikan oleh Juru 
Bicara Aliansi, Robbani dalam wawancara : 
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“Biasanya ini sih, solidaritas itu kan karena sering 
berinteraksi di ruang-ruang diskusi, di warung-warung 
kopi, nah disitu akhirnya, sama juga kita ya waktu 
kampanye itu sih kita, jadi perkenalannya itu  lebih ke 
mereka berpartisipasi sih dalam gerakan itu, rata-rata 
banyak yang kenal satu sama lain tapi banyak juga yang 
tidak kenal satu sama lain, biasanya yang kenal itu musisi, 
aktivis, terus temen-temen sastra itu udah banyak yang 
saling kenal, akademisi itu udah banyak yang saling kenal, 
cuma kayak komunitas-komunitas yang masih muda-muda 
itu biasanya ya nggak terlalu saling kenal, komunitas-
komunitas hobi  gitu-gitu banyak yang nggak kenal.” 
 
3.2.3.3. Penggerakan Untuk Melaksanakan Aksi-Aksi Aliansi 
Berhubungan dengan penggerakan anggota-anggota 
aliansi dalam pelaksanaan aksi-aksi, cara-cara yang dilakukan 
untuk menggerakkan anggota-anggota aliansi, secara umum 
melalui jaringan komunikasi sesuai dengan kesepakatan pada 
rapat aliansi yang dilakukan 1 hari sebelum aksi. Biasanya yang 
digerakkan adalah anggota-anggota aliansi yang cukup      
terlibat aktif dalam gerakan maupun anggota-anggota aliansi 
yang sering terlibat aktif dalam gerakan. Pada rapat aliansi 
tersebut sudah ditetapkan aksi yang akan dilakukan termasuk 
juga perangkat yang dibutuhkan untuk aksi. Jaringan 
komunikasi dilakukan setelah rapat aliansi ataupun malam hari 
sebelum dilaksanakannya aksi dengan menghubungi orang-
orang yang dapat membawa massa lebih banyak. Dari orang-
orang yang dapat membawa massa tersebut selama ini   
maksimal 50 orang yang mengikuti aksi. Memang tidak 
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diutamakan jumlah massa yang besar karena lebih baik      
massa yang tidak terlalu banyak tetapi memahami apa yang 
harus dilakukan ketika aksi daripada massa yang banyak tetapi 
tidak memahami apa yang harus dilakukan ketika aksi, 
sebagaimana disampaikan oleh anggota aliansi yang juga  
merupakan perwakilan dari Interdisiplinary Urban Policy 
Studies Jakfi, Novada, dalam wawancara :  
“Ya kita jarkom, kumpul jam segini, sesuai dengan 
kesepakatan pada rapat, ini biasanya h-1 aksi gitu kan    
ada rapat, kita besok  atau lusa mau ngapain, kita    
siapkan perangkat dan segala macam malam itu, kita 
siapkan juga jadwal pada malam itu, besok atau    
mungkin malamnya itu langsung di jarkom ke kawan-
kawan yang merupakan massa aksi, banyak orang-orang 
yang punya massa, ya itu kita lewat orang-orang itu, kalau 
bisa massanya diajak juga diskusi bareng, kita jarang kok 
aksi besar-besaran, nggak pernah sampai 200 itu nggak 
pernah, maksimal paling 50, itu karena orang-orangnya 
sudah tau apa yang harus mereka lakukan, malah kita takut 
kalau massanya itu massa bodong.” 
 
3.2.3.4. Pemenuhan Kebutuhan Kegiatan Aliansi 
Berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan aliansi 
dalam menjalankan kegiatan-kegiatan, selama ini aliansi      
tidak memiliki sumber pendanaan khusus berupa kas.       
Selama ini sumber pendanaan maupun pemenuhan kebutuhan 
aliansi utamanya berasal dari uang maupun barang pribadi 
anggota-anggota aliansi yang dipinjamkan atau juga uang 
maupun barang pribadi yang didonasikan. Contohnya ada 
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alumni-alumni mahasiswa pecinta alam Universitas Brawijaya 
yang memberikan donasi untuk menyebarkan album musik 
karya seniman-seniman yang bergabung di aliansi. Kemudian 
juga biasanya ada anggota-anggota aliansi yang meminjamkan 
alat sablon untuk kegiatan kampanye menyablon kaos di acara 
Car Free Day. Biasanya begitu ada orang yang memberikan 
donasi, donasi tersebut langsung dialokasikan untuk kebutuhan 
kegiatan yang terdekat. Hal tersebut disampaikan oleh Juru 
Bicara Aliansi, Robbani dalam wawancara : 
“Nggak punya kas, donasi biasanya, donasi langsung    
kita habisin, donasi langsung kita habisin, album ini      
kan juga donasi dari alumni-alumni impala, ikatan 
mahasiswa pecinta alam UB, sama dari beberapa      
teman-teman seniman, nggak pernah kita punya 
katakanlah apalah, alat sablon gitu ya atau mixer          
buat rekaman, biasanya punya temen-temen sendiri jadi 
kayak yang punya barang ya nyumbang barang yang 
punya duit nyumbang duit, barang pribadi dipinjemkan 
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3.2.4. Tahap Influence Stage 
Tahap influence stage menjelaskan kondisi-kondisi gerakan 
yang sudah siap untuk aktif dalam lingkungan masyarakat, dan    
akan melakukan aksi untuk memperjuangkan apa yang ingin 
dicapai.73 Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai aksi-aksi       
yang dilakukan oleh aliansi. Secara garis besar, aksi-aksi yang 
dilakukan oleh aliansi ditujukan kepada 2 sasaran, yang pertama 
adalah instansi Pemerintah meliputi DPRD Kota Malang dan 
Pemerintah Kota Malang, serta yang kedua adalah Masyarakat       
Kota Malang. Aksi-aksi yang dilakukan oleh aliansi ke DPRD     
Kota Malang dan Pemerintah Kota Malang meliputi aksi hearing, 
aksi demonstrasi, aksi lobbying dan aksi audiensi. Sedangkan Aksi-
aksi yang dilakukan oleh aliansi ke Masyarakat Kota Malang meliputi 
kampanye yang dilakukan di Car Free Day (CFD) dan pertunjukan 
musik yang dilakukan di Kedai Komika di Jalan Jakarta No. 34 
Malang. Lalu juga kampanye yang dilakukan di media sosial seperti 
instagram, facebook, twitter, dan youtube, serta publikasi ke media 
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3.2.4.1. Aksi-Aksi Aliansi ke DPRD  dan Pemerintah Kota Malang 
3.2.4.1.1. Aksi Hearing 
 
Gambar III.10 Aksi Hearing di DPRD Kota Malang 
Sumber: Arsip Dokumen Aliansi 
Aksi hearing dilakukan aliansi untuk mendapatkan 
informasi, baik dari DPRD Kota Malang maupun pihak terkait 
yang diikutkan dalam hearing. Informasi lebih spesifik         
yang diperoleh dari DPRD Kota Malang maupun pihak terkait 
yang diikutkan dalam hearing biasanya berkaitan dengan    
proses pengawasan pembangunan revitalisasi hutan Malabar. 
Sehingga dari informasi itu bisa diketahui kesalahan-kesalahan 
yang terjadi dalam pembangunan revitalisasi hutan Malabar, 
sebagaimana disampaikan oleh anggota aliansi yang juga 
merupakan perwakilan dari Interdisiplinary Urban  Policy 
Studies  Jakfi, Novada, dalam wawancara : 
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“Hearing itu targetnya kan kita mendapatkan       
informasi, keterbukaan informasi dari DPRD maupun 
pihak terkait yang kita ajak hearing, sama mengenai 
proses mereka ketika berjalan mengawasi, apakah    
mereka melakukan proses tertentu atau tidak, dan          
juga   apa aja kesalahan-kesalahan di dalam pembangunan, 
ini bisa didapat melalui hearing.” 
3.2.4.1.2. Aksi Demonstrasi 
 
Gambar III.11 Aksi Demonstrasi di Depan Balai Kota 
Sumber: Arsip Dokumen Aliansi 
Aksi demonstrasi dilakukan aliansi untuk mengajukan 
tuntutan dengan cara menekan bersama massa. Pengajuan 
tuntutan dengan cara menekan bersama massa tersebut 
dilakukan antara di hutan Malabar maupun sekitar kantor 
Pemerintah Kota Malang dengan  tujuan meminta komitmen 
dari pihak-pihak terkait untuk menjalankan tuntutan. Tuntutan 
tersebut seperti penolakan terhadap pembangunan rumah pohon, 
maka demonstrasi dilakukan agar pembangunan rumah pohon 
dihentikan, Hal tersebut disampaikan oleh anggota aliansi yang 
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merupakan perwakilan dari Interdisiplinary Urban Policy 
Studies Jakfi, Novada, dalam wawancara : 
“Kalau demonstrasi kita demo seperti biasa kita            
buat tuntutan, kita menekan, pressure, ya kita datang        
ke entah ke malabar atau ke DPRD, itu kita meminta 
komitmen pihak-pihak terkait untuk menjalankan apa yang 
kita inginkan dengan bantuan kawan-kawan massa, 
semisal kita menolak terjadinya pembangunan rumah 
pohon, ya kita melakukan demonstrasi supaya 
pembangunan rumah pohon ditolak.” 
3.2.4.1.3. Aksi Lobbying 
 
Gambar III.12 Aksi Lobbying Ketua DKP Kota Malang  
Sumber: Arsip Dokumen Aliansi 
Aksi lobbying dilakukan aliansi untuk menjalin         
kedekatan dengan orang-orang tertentu agar mereka mendukung 
jalannya aliansi. Orang-orang tertentu yang diupayakan untuk  
dijalin kedekatannya agar mereka mendukung jalannya aliansi,    
telah direncakan sebelumnya. Contohnya seperti lobbying       
pejabat terkait agar pejabat tersebut mau mendukung         
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aliansi untuk menolak pembangunan area permainan di                   
hutan Malabar. Pejabat terkait diyakinkan bahwa pembangunan 
area permainan di hutan Malabar akan menurunkan fungsi      
ekologis hutan Malabar, sebagaimana disampaikan oleh anggota 
aliansi yang juga  merupakan perwakilan dari Interdisiplinary 
Urban Policy Studies Jakfi, Novada, dalam wawancara : 
“Lobbying ini biasanya kita ke suatu orang tertentu yang 
sudah kita rencanakan, itu lebih ke arah targetnya adalah 
kita menjalin kedekatan dengan mereka untuk mendukung 
jalannya aliansi, semisal kita lobbying pejabat terkait 
supaya pejabat terkait itu mau ikut kita dalam menolak 
suatu pembangunan tertentu, meyakinkan mereka bahwa 
ini memang tidak sesuai dengan fungsi ekologis.” 
3.2.4.1.4. Aksi Audiensi 
 
Gambar III.13 Aksi Audiensi di DPRD Kota Malang 
Sumber: Arsip Dokumen Aliansi 
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Aksi audiensi dilakukan aliansi untuk mempertemukan    
antara aliansi dengan pihak yang aliansi ingin bertemu melalui 
mediasi DPRD Kota Malang. Audiensi yang dilakukan aliansi   
untuk mempertemukan antara aliansi dengan pihak yang aliansi 
ingin bertemu melalui mediasi DPRD Kota Malang tersebut 
adalah dalam rangka melakukan komunikasi terkait koreksi atas     
kebijakan revitalisasi hutan Malabar. Contohnya aliansi        
ingin DPRD Kota Malang mempertemukan aliansi dengan          
DKP Kota Malang sehingga dalam pertemuan tersebut       
terjadi kesepakatan tentang perubahan desain revitalisasi     
hutan Malabar. Hal tersebut disampaikan oleh anggota aliansi 
yang merupakan perwakilan dari Interdisiplinary Urban Policy        
Studies Jakfi, Novada, dalam wawancara : 
“Terus audiensi itu kita lebih ke arah membawa, 
maksudnya kita meminta dipertemukan, antara kita,    
pihak yang mempertemukan, dengan pihak yang ingin   
kita pertemukan, semisal audiensi di DPRD, kita   
meminta pada DPRD untuk mempertemukan kita    
dengan DKP, semisal contohnya begitu, biasanya waktu 
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3.2.4.2. Aksi-Aksi Aliansi ke Masyarakat Kota Malang 
3.2.4.2.1. Kampanye di Car Free Day   
 
Gambar III.14 Aksi Kampanye di Car Free Day Jalan Ijen 
Sumber: Arsip Dokumen Aliansi 
Kampanye-kampanye aliansi di Car Free Day jalan Ijen 
Kota Malang biasanya dilakukan seminggu sekali, dengan 
menarik simpati orang dewasa, mahasiswa maupun siswa SMA. 
Dalam kampanye di Car Free Day jalan Ijen Kota Malang      
tersebut dilakukan penyablonan kaos secara gratis dimana     
kaos yang disablon adalah kaos yang dibawa sendiri. 
Masyarakat Kota Malang yang hadir di Car Free Day jalan Ijen 
Kota Malang dan membawa kaos polos dapat meminta 
disablonkan dengan motif/ gambar terkait hutan Malabar oleh 
seniman-seniman yang bergabung di aliansi sebagaimana 
pernyataan Juru Bicara Aliansi, Robbani dalam wawancara : 
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“Kampanye-kampanye, seminggu sekali biasanya di CFD, 
terus kita apa, merapat teman-teman, kan kita kan bukan  
hanya orang dewasa ataupun anak kuliahan, dari SMA       
juga, jadi dulu itu kalau orang nggak ikut kampanye       
malabar itu nggak gaul, sama  iya ini kita bikin kaos tapi  
nggak dijual mas, ini dibagi gratis, kaos nyablon, kaos 
polos disablonin gitu aja, yang hadir waktu kampanye, 
yang mau nyablon silahkan, teman-teman seniman      
yang bisa cukil, bisa melukis itu biasanya kita ajak.” 
3.2.4.2.2. Pengadaan Pertunjukan Musik 
 
Gambar III.15 Aksi Pertunjukan Musik di Kedai Komika 
Sumber: Surat Aliansi Ke Konsulat Jenderal Jepang 
Pada tanggal 29 Agustus 2015 aliansi mengadakan    
kampanye berbentuk pertunjukan musik di Kedai Komika di      
Jalan Jakarta No. 34 Malang yang dilakukan oleh gabungan  
penggiat seni Kota Malang. Dalam acara tersebut digelar konser 
gabungan yang diisi oleh 23 musisi dan penyair yang      
bertajuk “Suar Malabar”. Suar Malabar juga menghasilkan 
album kompilasi dari musisi-musisi yang ikut serta pada       
even ini. Album kompilasi tersebut diproduksi sebanyak 1000 
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copy dan dibagikan secara gratis kepada masyarakat sebagai 
salah satu medium kampanye. Hal tersebut disampaikan oleh 
Juru Bicara Aliansi, Robbani dalam wawancara : 
“Jadi gerakan sosial itu bisa dilakukan dengan apa saja,  
dengan medium apa saja, bikin penggalangan tanda tangan 
lah, atau bikin coret-coretan gitu di kertas terus di foto, 
sama ada waktu itu pertunjukan musik sih dulu pernah, 
kita itu kan punya ini, punya apa namanya, punya     
mbikin album musik sendiri, teman-teman musisi itu yang 
ngerjain, kompilasi album, album musik ini juga salah  
satu medium kita untuk kampanye sih.” 
3.2.4.2.3. Kampanye di Social Media 
 
Gambar III.16 Akun Instagram Suar Malabar 
Sumber: Internet, diakses dari Instagram 
Selain melakukan kampanye di Car Free Day, aliansi  
juga melakukan kampanye di social media, lebih spesifiknya 
instagram, facebook, twitter dan youtube. Melalui social    
media tersebut aliansi mengeluarkan release-release yang berisi 
ajakan kepada masyarakat Kota Malang agar ikut peduli 
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bersama aliansi untuk mengkoreksi kebijakan revitalisasi     
hutan Malabar, baik berupa poster, video pendek, hashtag dan 
lain-lain. Release-release tersebut pernah diposting sebanyak 2 
kali sehari namun akhir-akhir ini sudah semakin jarang, dan 
dilakukan pada jam-jam prime time seperti jam 7 pagi, jam 12 
siang dan jam 7 malam, sebagaimana pernyataan Juru        
Bicara Aliansi, Robbani dalam wawancara : 
“Kalau posting kita sendiri postingan kita itu cuma        
release-release gitu aja, sehari dua kali kalau dulu, 
sekarang jarang kayaknya, terakhir itu paling sehari   
sekali, jamnya itu jam-jam prime time lah, jam tujuh,    
jam dua belas, sama setelah isya, jam tujuh malam,          
di media sosial, instagram, facebook, twitter, youtube, 
youtube itu kayak video-video audiensi yang panjang-
panjang, biasanya kalau ada yang posting mesti kita 
apresiasi, nah bentuk-bentuk apresiasi itulah yang 
kemudian semakin memancing orang-orang, misalkan kita 
repost, seneng biasanya kalau di repost.” 
3.2.4.2.4. Publikasi di Media Massa 
 
Gambar III.17 Publikasi Berita oleh Website Malang Voice 
Sumber: Internet diakses dari malangvoice.com 
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Lebih lanjut lagi aliansi juga melakukan publikasi di 
media massa dalam pelaksanaan aksi-aksinya. Aksi-aksi    
aliansi yang diliput oleh media massa tersebut mulai dari 
hearing, demonstrasi, jagongan malabar, dan kegiatan-kegiatan 
aliansi yang selainnya. Publikasi aksi-aksi aliansi tersebut 
dilakukan melalui press release yang dirumuskan pada rapat 
aliansi 1 hari sebelumnya. Isi dari press release tersebut antara 
lain tuntutan-tuntutan aliansi, fakta-fakta yang terjadi di 
lapangan dan ajakan untuk mendukung. Press release tersebut 
paling banyak dipublikasikan oleh Malang Times dan  Malang 
Voice. Hal tersebut disampaikan oleh anggota aliansi yang 
merupakan perwakilan dari Interdisiplinary Urban Policy 
Studies Jakfi, Novada, dalam wawancara : 
“Biasanya kalau aksi kita pasti ngajak media massa           
untuk meliput, paling banyak malang times sama     
malang voice, paling sering, jawa pos radar malang sangat 
jarang sekali, buat publish ke media kita pakai press 
release, isinya kurang lebih tuntutan kita, fakta-fakta yang 
terjadi di lapangan, sama mungkin sedikit propaganda, 
bicara press releasenya kita lewat rapat, lewat mekanisme 
rapat h-1, sama juga biasanya ada orang yang     
ditugaskan bikin-bikin seperti ini, Tiap kegiatan kita    
pasti bikin press release, setiap kegiatan kita dijalankan 
pasti ada press release, baik hearing, demonstrasi,    
bahkan jagongan malabar sekalipun.” 
3.3. Outcome Gerakan Sosial 
Tahap outcome gerakan sosial adalah hasil yang dicapai oleh     
gerakan sosial baik dari aspek perubahan kebijakan maupun aspek perubahan 
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keadaan di masyarakat. Dari aspek perubahan kebijakan, gerakan          
Aliansi Masyarakat Peduli Hutan Kota Malabar ini mampu melakukan           
perubahan terhadap desain revitalisasi hutan Malabar. Beberapa       
perubahan pada desain revitalisasi tersebut antara lain adalah       
amphitheater tidak jadi dibangun tetapi desain tempat untuk ampthitheater 
dijadikan taman. Lalu rumah pohon tidak jadi dibangun, area permainan dan    
jaring laba-laba tidak jadi dibangun serta jogging track sudah diganti   
material yang berpori, sebagaimana dijelaskan oleh anggota aliansi yang 
merupakan perwakilan dari Walhi, Purnawan dalam wawancara: 
“Amphitheaternya tidak jadi dibangun tetapi desain tempat untuk 
amphitheater itu dijadikan taman, kemudian apa lagi, rumah pohon 
nggak ada, jaring laba-laba nggak ada, terus apa  lagi, kolam reservoir 
tetap ada, jogging track yang harus berpori sudah.” 
Di sisi lain, Pemerintah Kota Malang menambahkan perubahan desain 
revitalisasi hutan Malabar juga terdapat pada penggunaan daya lampu yang 
tidak terlalu terang, dan penamaan jenis tanaman yang ada (arboretum). Hal 
tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Pertamanan, Dinas Kebersihan dan 
Pertamanan (DKP) Kota Malang, Slamet, dalam wawancara tertulisnya : 
Respon Pemerintah Kota Malang dalam menghadapi perbedaan    
dengan teman-teman aliansi yaitu dengan mengadakan dialog          
yang difasilitasi Perguruan Tinggi (Universitas Brawijaya) dan    
DPRD, tanpa memaksakan kehendak masing-masing, pendapat       
yang terbaik yang akhirnya digunakan, seperti : 
a) Penggunaan paving grass block (bagian tengah                        
bisa ditanami rumput) 
b) Pembangunan jembatan dan rumah pohon ditiadakan 
c) Penggunaan daya lampu yang tidak terlalu terang 
d) Penamaan jenis tanaman yang ada (name tag) untuk             
mewujudkan Hutan Kota Malabar sebagai arboretrum 
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Gambar III.18 Presentasi Review Desain Revitalisasi DKP Kota Malang 
Sumber: Presentasi Review Desain Revitalisasi DKP 19 November 2015 
Sementara itu, dari presentasi review desain revitalisasi Hutan Kota 
Malabar, juga dilakukan penambahan pagar di sekeliling Hutan Kota                      
Malabar dan pergola (tumbuhan merambat) pada pintu masuk.                   
Lalu juga pemberlakuan jam operasional (08.00-18.00 WIB), penambahan 
sumur resapan serta biopori, serta tidak ada penebangan pohon.          
Sehingga dari berbagai sumber data tersebut dapat disimpulkan                      
bahwa perubahan desain revitalisasi hutan Malabar meliputi : 
1. Desain tempat untuk ampthitheater dijadikan taman 
2. Menghilangkan zona playground,  
3. Menghilangkan rumah pohon  
4. Menghilangkan sculpture kaleng Pocari Sweat 
5. Penggunaan paving grass block untuk material jogging track 
6. Penggunaan daya lampu yang tidak terlalu terang 
7. Penambahan signed edukasi informasi arboretum 
8. Penambahan pagar di sekeliling hutan Malabar 
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9. Penambahan pergola di sekitar pintu masuk 
10. Penambahan area resapan berupa sumur resapan serta biopori 
11. Pemberlakuan jam operasional (08.00-18.00 WIB) 
12. Tidak ada penebangan pohon 
Kemudian dari aspek perubahan keadaan di masyarakat yang dicapai,                                
gerakan sosial Aliansi Masyarakat Peduli Hutan Kota Malabar dapat 
meningkatkan kesadaran masyarakat Kota Malang terhadap lingkungan 
seperti kepedulian pada permasalahan-permasalahan kerusakan lingkungan. 
Gerakan sosial Aliansi Masyarakat Peduli Hutan Kota Malabar juga 
meningkatkan kesadaran politik masyarakat Kota Malang seperti dengan    
ikut berpartisipasi secara aktif dalam kampanye-kampanye dan juga         
lebih kritis dalam memahami kebijakan-kebijakan publik perkotaan.         
Selain itu gerakan sosial Aliansi Masyarakat Peduli Hutan Kota Malabar juga 
memberikan masukan bagi Pemerintah Kota Malang agar lebih 
mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan melalui 
Focus Group Discussion (FGD) yang bersifat dua arah. Hal tersebut 
disampaikan oleh Juru Bicara Aliansi, Robbani, dalam wawancara : 
“Tapi yang paling penting kita itu bisa partisipasi, berpartisipasi  
sampai level teknis ya bukan hanya partisipasi di level kebijakan,    
yang paling penting sih kesadaran masyarakat terhadap ini ya 
lingkungan misalkan lebih perhatian pada persoalan-persoalan apa 
namanya kerusakan lingkungan terus bisa partisipasi aktif dalam 
kampanye-kampanye gitu, partisipasi aktif dalam kampanye itu    
berarti kan dia ikut serta dalam kampanye itu dan kesadaran politik 
yang lebih ini lagi, lebih kritis lagi terhadap kebijakan, setelah itu       
kan pemerintah kota malang terus agak merubah ya, dalam    
mengambil kebijakan-kebijakan itu, sedikit merubah polanya, dia mulai 
FGD nya nggak lagi yang satu arah gitu, dua arah meskipun masih 
belum sempurna gitu tapi dia mulai lebih terbuka.” 
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3.4. Gerakan Aliansi Masyarakat Peduli Hutan Kota Malabar Sebagai 
Gerakan Politik dan Gerakan Lingkungan 
Pada bagian landasan teori telah dijelaskan bahwa terdapat perbedaan 
antara gerakan sosial yang tidak berdimensi politik dan gerakan sosial yang 
berdimensi politik atau bisa disebut gerakan politik. Gerakan politik 
cenderung menyasar politisi, pembuat kebijakan dan administrator 
pemerintahan dengan menarik perhatian media massa, meyakinkan pengamat 
dan mengarahkan opini publik.74 Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan 
bahwa gerakan Aliansi Masyarakat Peduli Hutan Kota Malabar termasuk 
dalam gerakan politik karena aliansi menginginkan perubahan dalam 
kebijakan publik rencana revitalisasi Hutan Malabar yang telah dibuat oleh 
pembuat kebijakan yaitu Pemerintah Kota Malang. Selain itu aliansi juga 
melakukan gerakan sosial dengan menarik perhatian media massa baik media 
massa cetak maupun media online, menggalang dukungan dari akademisi, 
dan juga mengadakan diskusi publik maupun melalui prosedur-prosedur 
lembaga pemerintahan seperti hearing dan audiensi. 
Kemudian selain pengkategorian gerakan sosial dalam gerakan sosial 
yang berdimensi politik dan yang tidak berdimensi politik, gerakan sosial 
juga dapat dikategorikan sebagai gerakan lingkungan. Dalam mewujudkan 
masyarakat berwawasan ekologi, gerakan lingkungan cenderung 
menggunakan dua pendekatan secara paralel yaitu menyampaikan      
masalah-masalah lingkungan yang mendesak saat itu, dan menyampaikan 
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faktor-faktor utama sosial, ekonomi dan politik yang membentuk alasan dasar 
kerusakan lingkungan.75 Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa 
gerakan Aliansi Masyarakat Peduli Hutan Kota Malabar merupakan suatu 
gerakan lingkungan dimana aliansi memandang bahwa rencana awal 
revitalisasi yang akan dilakukan Pemerintah Kota Malang akan cenderung 
mengurangi fungsi ekologis dari hutan Malabar seperti akan memunculkan 
tutupan vegetasi, berpotensi merusak pohon dan lain-lain. 
Di sisi lain, gerakan Aliansi Masyarakat Peduli Hutan Kota Malabar 
sebagai gerakan lingkungan juga menyampaikan faktor-faktor utama sosial, 
ekonomi dan politik yang membentuk alasan dasar kerusakan lingkungan 
seperti kebijakan-kebijakan alih fungsi ruang terbuka hijau yang telah 
dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang. Lalu juga program pembangunan 
oleh Pemerintah Kota Malang terhadap ruang terbuka hijau yang kurang 
melibatkan peran serta masyarakat Kota Malang. Selain itu aliansi juga 
menginginkan pendekatan pengelolaan lingkungan yang bersifat co-
management dimana pengambilan keputusan desain ruang terbuka hijau 
dilakukan bersama-sama dengan LSM maupun aktivis lingkungan sebagai 
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KESIMPULAN DAN SARAN 
 
4.1. Kesimpulan 
Dari keseluruhan pembahasan penelitian, diperoleh kesimpulan penelitian 
sebagai berikut : 
1. Secara umum terdapat 4 sumber kekecewaan yang menyebabkan 
munculnya gerakan sosial Aliansi Masyarakat Peduli Hutan Kota 
Malabar, yaitu kekecewaan terhadap desain awal revitalisasi hutan 
Malabar yang akan mengurangi fungsi ekologis hutan Malabar. 
Kemudian kekecewaan terhadap kebijakan-kebijakan yang telah 
mengalihfungsi ruang terbuka hijau di Kota Malang.                     
Lalu kekecewaan terhadap bantuan dana Corporate Social 
Responsibilities (CSR) yang terkesan meminta kompensasi atas 
revitalisasi hutan Malabar, dan kekecewaan atas program-program 
pembangunan ruang terbuka hijau yang kurang melibatkan        
peran serta masyarakat di Kota Malang. 
2. Tahapan-tahapan perkembangan gerakan Aliansi Masyarakat Peduli   
Hutan Kota Malabar berawal dari adanya posting akun facebook 
bernama Andi Gondronk yang direspon oleh teman-temannya yang 
dulu ikut menanam pohon dan merawat hutan Malabar.                 
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Lalu disebarluaskan kepada komunitas-komunitas yang juga merasa 
ikut memiliki dan berkesadaran untuk menjaga hutan Malabar. 
Kemudian ditindaklanjuti dengan diskusi jagongan malabar dan 
rapat aliansi serta melakukan pengorganisasian berupa pembagian 
tugas terhadap anggota-anggota aliansi yang awalnya cenderung  
struktural kemudian berubah menjadi cenderung fungsional. 
Selanjutnya ditingkatkan soliditas antar anggota aliansi melalui 
interaksi-interaksi di warung kopi dan partisipasi-partisipasi di  
kampanye yang kemudian menggerakkan massa selainnya untuk 
melakukan aksi-aksi ke pemerintah dan masyarakat Kota Malang. 
Aksi-aksi ke Pemerintah Kota Malang tersebut meliputi            
upaya hearing, demonstrasi, lobbying dan audiensi, sedangkan              
aksi-aksi ke masyarakat Kota Malang berupa kampanye di Car     
Free Day, mengadakan pertunjukan musik, melakukan kampanye di 
social media dan publikasi di media massa online. 
3. Hasil-hasil yang dicapai dari gerakan Aliansi Masyarakat Peduli         
Hutan Kota Malabar antara lain perubahan terhadap desain 
revitalisasi Hutan Kota Malabar mulai dari mengganti desain    
tempat untuk ampthitheater menjadi taman, menghilangkan        
zona playground, menghilangkan rumah pohon. Lalu juga  
menghilangkan sculpture kaleng Pocari Sweat, penggunaan paving 
grass block untuk   material jogging track, penggunaan daya lampu 
yang tidak terlalu terang, penambahan signed edukasi informasi 
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arboretum, penambahan pagar di sekeliling hutan Malabar. Lalu juga 
penambahan pergola di sekitar pintu masuk, penambahan area 
resapan berupa sumur resapan serta biopori, pemberlakuan jam 
operasional (08.00-18.00 WIB), dan tidak ada penebangan pohon. 
Kemudian gerakan Aliansi Masyarakat Peduli Hutan Kota Malabar 
juga menghasilkan perubahan terhadap keadaan di masyarakat   
yaitu peningkatkan kesadaran masyarakat Kota Malang terhadap 
masalah-masalah lingkungan di Kota Malang. Selain itu juga 
peningkatkan kesadaran politik masyarakat Kota Malang dengan 
partisipasi politik aktif dan pemberian masukan bagi         
Pemerintah Kota Malang agar lebih mengoptimalkan keterlibatan 
masyarakat Kota Malang dalam pembuatan kebijakan-kebijakan 
ruang terbuka hijau. termasuk salah satunya melalui Focus Group 
Discussion yang lebih bersifat dua arah. 
4.2. Saran 
 Dari kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, peneliti 
mengajukan saran : 
1. Peneliti-peneliti lain yang hendak melakukan penelitian tentang 
gerakan sosial, terutama gerakan sosial yang berkaitan dengan isu-
isu lingkungan, lebih mendalami terlebih dahulu data-data sekunder 
berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang melingkupi terjadinya 
gerakan sosial maupun kronologi terjadinya gerakan sosial agar 
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dapat membuat instrumen pertanyaan penelitian yang lebih spesifik 
tanpa memulai menanyakan tentang peristiwa-peristiwa yang 
melingkupi terjadinya gerakan sosial maupun kronologi terjadinya 
gerakan sosial kepada narasumber. 
2. Pemerintah Kota Malang perlu tetap memiliki wewenang dalam 
proses pelaksanaan program pembangunan ruang terbuka hijau yang 
dibiayai oleh dana CSR sehingga penyertaan unsur-unsur komersial 
perusahaan dalam tanah maupun aset negara dapat diminimalisir. 
Kemudian Pemerintah Kota Malang juga perlu membuat  Peraturan 
Daerah lebih detail tentang mekanisme peran serta masyarakat dalam 
penyelenggaraan hutan kota dan ruang terbuka hijau yang selainnya. 
Selain itu Pemerintah Kota Malang perlu memperluas          
pemetaan stakeholder dalam pembuatan kebijakan ruang          
terbuka hijau terutama pada pengguna ruang terbuka hijau        
terkait, salah satunya dapat dilakukan melalui Focus Group 
Discussion yang lebih bersifat dua arah. 
3. Aktivis-aktivis lingkungan perlu berinteraksi juga dengan 
stakeholder-stakeholder selainnya yang biasa dilibatkan oleh 
Pemerintah Kota Malang dalam pembuatan kebijakan ruang terbuka 
hijau, sehingga perbedaan pandangan dalam perumusan kebijakan 
ruang terbuka hijau baik antar stakeholder maupun antara  
Pemerintah Kota Malang dengan stakeholder dapat lebih cepat 
dipahami dan kemudian dipersatukan.   
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